




































































































































































































































































KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
NOMOR : 37 /KPN.W1-U21/SK/1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP} TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Menimbang

Mengingat

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

1.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan  Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai
akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi
kinerja yang berkualitas;

Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam
keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk
melaksanakan tugas ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Meureudu tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Keduas atas Undang-
Undang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformsi Birokrast;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang
Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan
keduas atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur



Memperhatikan

MENETAPKAN

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

8. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
3112/SEK/OT 01.1/12/2021, Tanggal 13 Desember
2021, Perihal Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama,;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjiP) TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU.

Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri
Meureudu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini,

Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan
Ketua Pengadilan Negeri Meureudu.

Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk
mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan
tugas sampai dengan bulan februari Tahun 2024,

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan
dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan
Negeri Meureudu Tahun Anggaran 2024,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peerbaikan
sebagaimana mestinya.

: Meureudu
: 02 Januari 2024

\':5_-_SAMSU' MAIDI, S.H., M.H.

/. h



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
NOMOR : 37 /KPN.W1-U21/SK/1/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NO. NAMA JABATAN JABATAN | KET
DALAM TIM
1. | SAMSUL MAIDI, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Penanggung
NIP. 19740507 200604 1 003 Negeri Meureudu Jawab
2. | ARIF KURNIAWAN, S.H. Hakim Pratama Ketua Tim
NIP. 19891018 201712 1 006 Muda
3. | DEDEK HERMAWAN, 5.T, M.A.P Sekretaris Sekretaris
NIP. 19840307 200904 1 006
4, | IKHWANI, S.H. Plt. Panitera Anggota
NIP. 19800228 200912 1 005
5. | RAHMANSYAH PUTRA SIMATUPANG, | Hakim Pratama Anggota
S.H. Muda
NIP. 19930529 201712 1 004
6. | WAHYUDI AGUNG PAMUNGKAS, S.H. | Hakim Pratama Anggota
NIP. 19940804 201712 1 002 Muda
7. | ABIDAH, S.H. Panitera Muda Anggota
NIP. 19671210 1993001 2 005 Pidana
8. |IKHWANI, S.H. Panitera Muda Anggota
NIP. 19800228 200912 1 005 Perdata
9. | SHINTA MIRANDA SORAYA, S.H. Panitera Muda Anggota
NIP. 19850215 200502 2 001 Hukum
10. | MUKMIN, S.E Kasubbag Anggota
NIP. 19850920 201101 1 012 Kepegawaian,
Organisasi dan
Tatalaksana.
11. | KHAIRUL UMAM, S.Kom Kasubbag Umum Anggota
NIP. 19881023 201101 1 002 dan Keuangan.
12, | TEUKU YUSRIZAL, A.Md Kasubbag Anggota
NIP. 19811101 200904 1 003 Perencanaan,

Teknologi Informasi
dan Pelaporan
(PTIP).




Ditgfapkan di : Meureudu
/Pada tafiggal  : 02 Januari 2024

ETE "2 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,
L) ,




KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
NOMOR : 36 /KPN.W1-U21/3K/1/2024

TIM REVIU LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH (SAKIP)
KETUA PENGADILAN NEGERT MEUREUDU,

a. Bahwa Pengadilan Negeri Meureudu sebagai satu

instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat
Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban
pelaksanakan tugas, fungsi dan peranannya daiam
pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta
kewenangan yang ada berupa Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

. Bahwa agar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJiP) pada satuan kerja
Pengadilan Negeri Meureudu dapat berjalan dengan baik
dan lancer, maka perlu di bentuk Tim Penyusun Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

. Bahwa mnama-nama yang tereantum dalam Surat

Keputusan ini dipandang cakap dan mampu
melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP);

. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang

Mahkamah Agung;

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman;

. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan

Umum;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Sekretariat

Mahkamah Agung;



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN
Surat Keputusan Ketua Pengadilan negeri Meureudu
Tentang Tim Penyusun Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP);
Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Meureudu Nomor : WI1-U21/136/0T.01.3/SK/1/2023,
tanggal 02 Januari 2023 Tentang Tim Penyusunan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKiP) pada
Pengadilan Negeri Meureudu,;
Mengangkat Kembali yang namanya tersebut pada lajur dua
dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Ilajur tiga
dalam Jampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Meureudu;
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dlt@tapkan di : Meureudu
da Ta;iaggal : 02 Januari 2024
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,




Lampira : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
Nomor :36 /KPN,W1-U21/SK/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

TIM REVIU LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)

Jabatan
No. Nama/Nip Jabatan Dalam Tim | Ket.
1, | Samsul Maidi, S.H., M.H.
Ketua Penasehat
NIP, 19740507 200604 1 003
2. | Dedek Hermawan, S.T., M.A.P
Sekretaris Ketua
NIP. 198403072009041006
3. | Ikhwani, S.H.
PIt. Panitera Sekretaris
NIP. 19800228 200912 1 005
4, ) Kepala Sub Bagian
Teuku Yusrizal, A.Md
Perencanaan, TI dan Anggota
NIP. 19811101 200904 1 003
Pelaporan
5. Mukmin, S.E. Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
P Anggota
NIP, 198509202011011012 | Organisasi dan Tatalaksana &8
6. | Khairul Umam, S.Kom Kepala Sub Bagian Umum dan
Anggota
NIP. 19881023 201101 1 002 | Keuangan
7. | Abidah S.H.
Panitera Muda Pidana Anggota
NIP. 19671210 199003 2 005
8. | Ikhwani, S.H.
Panitera Muda Perdata Anggota
NIP, 19800228 200912 1 005
9. | Shinta Miranda Soraya, S.H. Panitera Muda Hukum Anggota
10. | Willy Pratama, S.H.
Staf Kepaniteraan Hukum Anggota
NIP. 19970720 202012 1 007
11. | Eggy Novia Sanastasia, A.Md )
Staf Kepaniteraan Pidana Anggota

NIP, 19961124 202203 2 010

. 3 T ";.’_:;.'L/‘F'..,
SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.

Meureudu
02 Januari 2024
ADILAN NEGER]! MEUREUDU,













Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
Nomor : Nomor: 41/KPN. W1-U21/SK/1/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NO

SASARAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA
UTAMA

PENJELASAN

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER
DATA,

Terwujudnya
Peradilan yang
Pasti, Transparan
dan Akuntabel.

a. Persentase perkara
Perdata yang diselesaikan
tepat waktu.

a) Definisi Operasional Indikator

indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata vyang
diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada
tahun berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal
13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 {(Empat) Lingkungan Peradilan,
dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat
banding paling lambat dalam jangka waktu 5 bulan. Tenggang waktu
tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.
Minutasi mempedomani surat Dirien Badilum  Nomor
486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian
Penyelesaian Minutasi dan Sumber Data Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan Pemberkasan Perkara.

b} Formula Perhitungan

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesalkan Tepat Waktu

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesalkan % 100%

Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
dengan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada
SIPP. Output adalah jumiah perkara yang diputus dan diminutasi
pada tahun berjalan,

¢} Satuan Yang digunakan

Persentase

d) Trend/Polaritas

Positif { semakin tinggi semakin baik)

e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi
Pemantauan/Pelaporan

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan


















































































Demikian Rapat Evaluasi ini dibuat dan diiaksanakan dengan sesungguhnya.

TANDA TANGAN
NOTULEN MODERATOR PIMPINAN RAPAT

<<

Teuku Yuzrizal, A.Md Samsut |

idl, S.H., M.H. Dedy, SB.H.]M.H.






PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
Komplek Perkantoran Pemerintab Kabupaten Pidie Jaya
A tManyang Lancok, Kabupaten Pldie Jaya Aceh
TELP. [0653) 3485245, 3435250 FAX. {0653) 3485249, 3485250
A Email pn_meurevdu@gmail.id

Nomor

wi-u21/ J/KPN/7/2023

Disahkan
Oleb

Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

Tanggal : &5 apnl 2623
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadiian Negeri Meureudu
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A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Meureudu dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sebagai fungsi mengadili (Judicai Power), fungsi pembinaan, fungsl pengawasan,
fungsi nasihat, dan fungsi  administrasi menetapkan  visi  yakni:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU YANG AGUNG".
Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban adalah:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan

transparan;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Human Resources

Development) yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efesien;

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif

dan efesien

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan
akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran
kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat
menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur
dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan
sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan
kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam Perjanjlan Kinerja (PK) dalam
rangka mewujudkan visi dan misi.

Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi target yang telah ditetapkan di daiam
PK maka dilakukan pemantauan dan evaiuasi terhadap PK tersebut secara
friwulanan. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Capaian indikator Kinerja

Pengadilan Negeri Meureudu ini berisi gambaran pelaksanaan Indikator Kinerja



yang ada di dalam PK lingkup Pengadilan Negeri Meureudu yang meliputi capaian
atau progres indikator kinerja Pengadilan Negeri Meureudu, permasalahan yang
dihadapi dan tindak lanjut atau pemecahan masaiah tersebut.

Moniforing dan evaluasi (monev) merupakan hal yang penting dalam proses
pembelajaran. Monev secara luas diakui sebagai suatu elemen yang krusial dalam
pengelolaan implementasi program dan kebijakan dalam organisasi. Penggunaan
informasi dari hasil monev seiama dan sesudah peiaksanaan program dapat dilihat
sebagai hal pokok dari sistem pelaporan dalam menunjukan kinerja atau untuk belajar
dari pengalaman untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Evaluasi sendiri
dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan kualitas mutu pembelajaran secara
berkelanjutan.

Agar hasil yang diinginkan bisa tercapai maka dibutuhkan dukungan laporan
hasil monev dan rencana tindak lanjut. yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan
dari sistern monitoring dan evaluasi. Pengawasan yang dapat menyelesaikan masalah
dalam proses pendokumentasian, pelaporan dan manajemen wakiu sesuai dengan
kebutuhan dari sistem monev tersebut. Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan

dirancangnya sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran.

B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Peiayanan Publik (Lembaga
Negara Repubiik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076},
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

5. SK KMA Nomor : 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di

Pengadilan

6. SK SEKMA Nomor : 173/SEK/SK/i/2022 tentang penetapan IKU pada Pengadtian
tingkat Banding dan Pengadilan tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung
Repubiik Indonesia

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021
Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP tanggal 13 Desember 2021 ;

8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022

Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP tanggal 14 Desember 2022 ;

. Maksud dan Tujuan

Proses pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja Pengadilan Negeri
Meureudu merupakan Kkegiatan pengumpulan data dan pengukuran capaian
ataupun progress atas indikator kinerja perjanjian kinerja lingkup Pengadilan Negeri
Meureudu. Proses pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja dari setiap
unit baik Eseion i maupun IV di iingkungan Pengadilan Negeri Meureudu bertujuan
untuk memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup
Pengadilan Negeri Meureudu. Gambaran tersebut untuk memastikan dan
mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target
Indikator Kinerja pada PK yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan dan
evaluasi atas kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara
triwuianan. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap
dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan

untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.



D. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalul perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

tugas, fungsl dan wewenang serta sumber daya Yyang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas

kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja
yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasllkan dari kegiatan tahun-
tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, ftransparansi, dan kinerja
Aparatur,

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk meiakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima
amanabh;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

E. Capaian Kinetja
Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target yang telah

ditetapkan dengan reaiisasi tiap triwulanan. Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu






Lingkungan Peradilan. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor
486/DJUHM.02.3/4/2021 Tanggal 28 Aprit 2021 Perihal Pengendalian
Penyelesaian Minutasl Dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan
tepat waktu menggunakan informasi jangka wakiu penyelesaian pada SiPP.
Jumiah Porkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada
Pengadilan Tk Pertama paling lambat & (lima) bulan. Jumlah Perkara yang
diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 13 perkara.
Target ini berhasil dicapai karena :

— Majelis Hakim telah menyusun court calender dan melaksanakan sesuai
dengan jadwal yang telah direncanakan.

~ Seluruh aparatur peradiian selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang ada.

- Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.

- Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta adanya rapat internal
masing-masing bagian memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring
perkara yang sedang berjalan.

- Kepatuhan pelaksanaan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
yang telah ditetapkan.

- Melaksanakan persidangan secara tepat waktu dengan mempedomani SEMA
Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di
Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan
Peraditan. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 Aprii 2021 Perihal Pengendalian

Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara.



2. Persentase perkara Pidana yang diseiesaikan tepat waktu

indikator ini mengukur penyelesaian Perkara Pidana yang diselesalkan tepat
dengan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014
Tentang Penyelesalan Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat
Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peraditan. Minutasi mempedomani Surat
Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Porihal
Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang
diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada
SIPP. Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adaiah perkara yang diputus
dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada
Pengaditan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah Perkara yang
diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
Perkara Pidana yang diseiesaikan tepat waktu sebanyak 5 perkara. Target ini
berhasil dicapai karena .

- Majelis Hakim teiah menyusun court calender dan melaksanakan sesuai
dengan jadwa! yang telah direncanakan.

— Seluruh aparatur peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasio+nal
Prosedur (SOP) yang ada.

- Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.

- Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta adanya rapat internal
masing-masing bagian memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring
perkara yang sedang berjalan.

- Kepatuhan peiaksanaan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
yang telah ditetapkan.
Melaksanakan persidangan secara tepat waktu dengan mempedomani SEMA
Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di
Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan

Peradilan. Minutasi mompedomani surat Dirjen  Badilum  Nomor



486/DJUHM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian
Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara.
. Jumiab Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

indikator ini mengukur Jumiah Perkara yang diselesaikan dengan resteratif
dengan memperhatikan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1691/DJU/SK/IPS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice d
Lingkungan Peraditan Umum. Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif
adalah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan Pendekatan Restoratif daiam
Perkara, Narkofika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara
yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah Perkara narkotika yang diajukan
Penyelosalan Pendekatan RJ. Jumiab Putusan yang menggunakan
Pendekatan Keadiian Restoratif pada triwuian 1 ini beium ada. Ha! ini
dikarenakan belum ada petkara masuk yang bisa di putus dengan menggunakan
pendekatan keadilan restoratif pada triwulan ini sehingga tidak ada pencapaian
pada triwulan ini.

Meslkpun demikian hakim akan terus berusaha dan terus berupaya melakukan
pendekatan keadilan restoratif daiam perkara ini.
. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara putus yang tidak mengajukan upaya
hukum banding. Banding adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat
diminta eleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan
Pengadilan Negeri . Banding dapat diajukan bila masih merasa belum puas
dengan isi putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi. Dari 5 Perkara
Pidana yang putus pada Triwuian t ini, terdapat 4 perkara yang tidak
mengajukan upaya Hukum Banding. Serta dari 13 perkara Perdata yang
putus pada Triwuian i ini tidak ada perkara yang mengajukan Upaya Hukum

Banding. Sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding



pada Triwuian i ini sebanyak 17 perkara. Pencapaian untuk indikator ini bisa

terjadi karena hal-hai sebagai berikut :

= Adanya Sumber daya yang digunakan yaitu :

Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para
staff kepaniteraan.

Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses

administrasi persidangan.

Anggaran DIPA 03 tahun 2023.

= Program/kegiatan yang menunjang keberhasllan darl pencapaian kinerja

adalah :

Majells Hakim telah menyusun oourt oalender dan melaksanakan sesuai
dengan jadwal yang telah direncanakan.

Seluruh aparatur peradilan sefalu bekerja sesuai dengan Standar
Operasinal Prosedur (SOP) yang ada.

Wakil Ketua Pengadilan selaiu melaksanakan rapat rutin dengan para
Hakim.

Para pihak yang berperkara sudah merasa putusan perkara Pidana yang
diterima telah sesuai dengan perbuatannya.

Para pihak yang berperkara dalam perkara Perdata sudah menerima
hasil putusan Majelis Hakim.

5. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara putus yang tidak mengajukan upaya

hukum

Kasasi. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta

oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan Pengadilan

Negeri.

Kasasl dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan

Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggl kepada Mahkamah Agung. Dari 5 Perkara

Pidana yang putus pada Triwuian i ini tidak ada mengajukan upaya Hukum

Kasasi, Serta dari 13 perkara Perdata yang putus pada Triwuian i ini tidak

ada perkara mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Sehingga perkara yang tidak



mengajukan upaya Hukum Kasasi pada Triwuian | ini sebanyak 18 perkara.

indikator ini bisa terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

= Adanya Sumber daya yang digunakan yaitu :

Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para
staff kepaniteraan.

Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses
administrasi persidangan.

Anggaran DiPA 03 tahun 2023.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja
adalah :

Maijelis Hakim telah menyusun court calender dan melaksanakan sesuai
dengan jadwal yang telah direncanakan.

Seluruh aparatur peradilan selalu bekeria sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

Waki! Kotua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para
Hakim.

Para pihak yang berperkara sudah merasa putusan perkara Pidana yang
diterima teiah sesuai dengan perbuatannya.

Para pihak yang berperkara dalam perkara Perdata sudah menerima hasil

putusan Majelis Hakim.

. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi

indikator ini mengukur Jumiah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil melalui

penetapan diversi berhasil dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem

Peradilan Pidana Anak. Diversl adalah pengalihan proses peradilan Pidana ke

proses diluar peradilan Pldana. Tidak ada perkara Pidana Anak yang

diseiesaikan secara Diversi pada Triwuian ini, hai ini dikarenakan tidak ada

perkara Pidana Anak yang masuk pada Triwuian i ini.



7. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
menggambarkan mutu kinerja pelayanan Pengadilan Negeri dalam meberikan
pelayanan pada pencari keadilan. Indeks ini di dapat dari hasil survey yang
dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara
Pelayanan Publik.
Variabel pengukurannya adalah : persyaratan pelayanan, waktu pelayanan,
biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kempetensi pelaksana,
perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana prasarana.
Responden dalam survei adaiah setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan
dengan Kinerja atau pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri Meureudu.
Survei Triwulan | ini di ikuti cleh 87 responden dengan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) pengguna layanan di Pengadilan Negeri Meureudu sebesar
3,87 atau 96,65% yang yang berada pada kategori A dengan mutu kinerja
pelayanannya “SANGAT BAIK'.
Hai ini disebabkan karena :
- Pelaksanaan tugas dari seluruh aparatur Pengadilan Negeri Meureudu dalam
melayani masyarakat sudah berpedoman pada SOP yang ada;
- Pelayanan terpadu satu pintu telah bekerja maksimal untuk memberikan
layanan informasi yang dibutuhkan.
8. Persentase Saiinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
tepat waktu
Indikator ini mengukur jumlah saiinan putusan Perkara Perdata yang

disampaikan kepada para pihak dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 tahun



2011 Tentang Penyampatan Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Ncmor : 026/KMA/SK/I/2021 tentang standar pelayanan
peradilan, serta SOP penyelesaian perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor :
354/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 17 November 2022, Salinan putusan dikirim
paling lambat 14 hari kerja setelah minutasi. Surat Dirjen Badiium Nomcr
486/DJUMHM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian
Penyelesalan Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Dari 13 perkara Perdata yang
diputuskan pada triwulan ini scmuanya telah dikirim kepada para plhak
secara tepat waktu.

Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut :

- Sumber daya yang digunakan :

- Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para

staff kepaniteraan.

- Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses

administrasi persidangan.

— Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja

adalah :

- Jurusita berkoordinasi dengan Panitera Pengganti terhadap perkara yang
telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan putusan

tepat wakiu sesuai dengan SOP kepada Para Pihak.

~ Dengan adanya moniforing dan evaluasi rutin yang dilakukan Panitera sert
rapat Bulanan sehingga dapat memonitoring perkara-perkara yang akan
putus sehingga Panltera Penggantl dan Jurusita dapat berkoordinasi dan

mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan kepada Para Pihak.

9. Persentase Saiinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak

tepat waktu



Indikator ini mengukur jumlah saiinan putusan Perkara Pidana yang
disampaikan kepada para pihak dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 tahun
2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Ncmer ; 026/KMA/SK/NI/2021 tentang standar pelayanan
peradilan, serta SOP penyelesaian perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor :
354/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 17 November 2022. Salinan putusan dikirim
paling lambat 14 hari kerja setelah minutasi. Surat Dirjen Badiium Nomor
486/DJU/MHM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian
Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Dari 6 perkara Pidana yang
diputuskan pada triwuian ini semuanya telah dikirim kepada para pihak
secara tepat waktu,

Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut :

- Sumber daya yang digunakan :

- Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para

staff kepaniteraan,

- @Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses

administrasi persidangan.
— Anggaran DIPA 03 tahun 2023.

- Prcgram/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan dari pencapaian kinerja

adalah :

- Jurusita berkoordinasi dengan Panitera Pengganti terhadap perkara yang
telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan putusan

tepat wakiu sesuai dengan SOP kepada Para Pihak.

-~ Dengan adanya monitoring dan evaluasi rutin yang dilakukan Panitera sert

rapat Bulanan sehingga dapat memonitoring perkara-perkara yang akan



putus sehingga Panitera Pengganti dan Jurusita dapat berkcordinasi dan

mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan kepada Para Pihak.

10.Persentasc Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

1.

Indikator ini mengukur jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan dengan
mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian),
serta dengan berpedcman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengaditan. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara

Perdata Gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. Pada Triwulan | ini

dari 13 perkara perdata yang masuk, terdapat 2 perkara perdata gugatan
yang di mediasi, dan terdapat 1 perkara yang herhasil diselesaikan melalui

mediasi.

Meslkpun demikian hakim akan terus berusaha memfasilitasi proses mediasi
secara masksimal agar berhasil sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016

tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator ini mengukur jumlah Perkara yang diselesaikan dengan secara
prodeo dimana biaya perkara nya dibebankan pada Angaran Pengadilan, serta
dengan berpedoman pada PERMA Nomcr 1 Tahun 2014 Tentang Pedcman
Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pada
tahun 2023 Pengadilan Negeri Meureudu belum wmendapatkan alokasi
Anggaran Prodeo sehingga helum ada perkara yang dapat diselesaikan

secara Prodeo,



12.Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengaditan
indikater ini mengukur jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman
Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Diluar
Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diiuar Gedung Pengadilan
(Zitting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). Pada triwuian ini

tidak terdapat perkara yang diselesaikan diluar gedung.

13.Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Poshakum)
Indikator ini mengukur jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat
layanan Bantuan Hukum dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan. Golongan tertentu adaiah setfiap crang atau kelompok orang yang
tidak mampu secara ekoncmi dan atau tidak memiliki akses pada informasi
konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Pencari Keadllan Golongan
tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum pada triwulan ini sebanyak
9 pemohon.
Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikuit :

— Adanya anggaran DIPA 03 tahun 2023
- Panitera selalu memonitoring Pelaksanaan Posbakum
- Keiuhan/kendaia disampaikan ketika rapat monev Posbakum

Posbakum disiplin dalam menghadiri piket pelayanannya sesuai dengan jadwal

yang telah disepakati.






Efektivitas Putusan Parkars
Pengelolaan Pardata yans
Penyslesaian dikirim kapada Para
Parkara Plhak tepat waktu
Persentase Sallnan | 100N 8 8 100% 100%
Putusan  Perkara
Pidana yang dikirdim
kapada Para PFihak
Tapat Waktu
Persentase Parigra 15% 2 1 S0% 333,33%
yvang  Diselesaikan
Malalul Madissl
3. | Meningkatnya Persantase Porkara N/A NSA N/A N/A NJA
Aksas Paradiion | Prodeo Vang
bagl Diselesatkan
Masyardkat Perzantasa Perkara | N/A NfA N/A N/A N/A
Miskin dan | yang Diselesalian di
Terpinggirkan Luar Gedung
Pangadilan
Persentase Pencari | 100% 9 3 100% 100%
Keadilan Golongan
Tertentu Yang
Mendapat Layanan
Bantuan  Hukum
{Pashakum)
4, | Meningkatnya Parsantase Pulisan % 0 0 0% D%
Kepsrtuhan Perkara Pavdsta
tarhadap yang Ditindak
Pubusan Eanguth {Diek cadous)
Pargadilan
F. Kesimpulan

Secara umiam, pelaksanaan kagiatan Pangadilan Megeri Maureudu pada
trivulan | tahin 2023 kemajuan palsksanasn kegiatan sebagion basar tslah mencapal
target hanya beberapa yang belum mencapai target sesusl perjaniian yang talah

disepakali.

Meuwraudu, 31 Manst 2023

DEDY, 8.H., MLH.
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PENJELASAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN | TAHUN 2023
Indikator : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

indikator ini mengukur realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

“Indikator Kinerja " Target Input Realisasi Capaian
: % : Input : % _ %
. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu i 100 15 ! 15 i 100 : 100 i

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dengan perkara perdata
yang diselesaikan pada bulan berjalan. Pada periode Januari s.d Maret tahun 2023 perkara perdata yang diselesaikan sebanyak 18 perkara. Darl 18 perkara
tersebut semuanya diselesaikan secara tepat waktu yaitu tidak lebih dari 5 bulan sesuai dengan SE MA Nomor 2 tahun 2014. Dengan demikian target
indikator ini dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan hasil capaian 100%.

2. Sumber doya apa saja yang digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
t. Biaya perkara dari para pihak.



3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Aparatur Pengadilan Negeri Meureudu sudah bekerja sesuai dengan SOP.

b) Hakim melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal sidang pada Court Calender.

¢) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one day

publish.

d) Adanya koordinasi yang baik antara Penggugat atau Pemohon serta Kuasa Hukumnya, Petugas Meja 1, Petugas Meja W\, Jurusita/Jurusita Pengganti,
Panitera/Panitera Pengganti, dan Majelis Hakim.

e) Ketua selalu melakukan rapat rutin bersama para Hakim terkait proses penyelesaian perkara yang sedang berjalan.

f} Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta rapat internal masing-masing bidang untuk memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring



Indikator : Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

indikator inl mengukur realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kineria Target Input Realisasi 1 _Capaiéﬁ ]l
% Input % ! &;’E___'l
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100 8 8 100 100 l
- S - o am — e |
1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :
indikator ini diukur dengan cara membandingkan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dengan perkara pidana
yang diselesaikan pada bulan berjalan. Pada periode Januari s.d Maret tahun 2023 perkara pidana yang diselesaikan sebanyak 8 perkara. Dari 8 perkara
tersebut semuanya diselesaikan secara tepat waktu yaitu tidak lebih dari 5 bulan sesuai dengan SE MA Nomor 2 tahun 2014. Deng an demikian target
Indikator ini dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan hasil capaian 100%.
2. Sumber daya apa saja yang digunakan :
a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
¢. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023.
3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Aparatur Pengadilan Negeri Meureudu sudah bekerja sesuai dengan SOP.

b) Hakim melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal sidang pada Court Calender.

¢) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one day publish.

d} Ketua selalu melakukan rapat rutin bersama para Hakim dan menghimbau agar penyelesaian Perkara Pidana tidak lebih dari 3 bulan.

e) Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta rapat internal masing-masing bidang untuk memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring

perkara yang sedang berjalan.



Indikator : Jumiah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative{diimput dalam setahun)

Indikator ini mengukur realisasi Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dan capaiannya sebagai berikut :

o Indikator Kinerja T Target : ~Input Realisasi | tapaiaﬁm"
% Input ] o % |
| Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative 1 T 0 0 0 o ‘

]
'

| R—

|

v

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

2l

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dengan jumlah perkara yang diputus

dalam jangka waktu triwulan |. Pada periode Januari s.d Maret 2023 jumlah putusan menggunakan pendekatan keadilan restorative sebanyak 0 perkara, dari

0 perkara tersebut sebanyak 0 perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative. Dengan demikian target sebesar 1% untuk indikator ini dapat

tidak tercapai karena realisasi 0% dengan hasil capaian 0%.

Sumber daya apa saja yang digunakan :
a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan,

b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.

. Anggaran DIPA 03 Tahun 2022 dan biaya perkara dari para pihak.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atoupun kegagalan pencapaian pemyataan kinerja :

a) Melaksanakan rapat rutin antara KPN dan Hakim serta Monitoring dan Evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.

b) Adanya Koordinasi sesama Hakim dalam hal meningkatkan kualitas Putusan/Penetapan



Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini mengukur realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan capaiannya sebagai berikut :

i Persentase Perkara yang Tidé-k"Mengaju_I;an Upayamﬁt“lkum Bandfﬁg

Indikator Kinerja [ Target Input Realisasi ~ Capaian j}
% Input % %
91 23 22 i 96 105 |

i i
! I T

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang

diputus dalam jangka waktu triwulan |. Pada periode Januari s.d Maret 2023 jumlah perkara yang diputus sebanyak 23 perkara, dari 23 perkara tersebut

sebanyak 1 perkara mengajukan upaya hukum banding dan 22 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian target sebesar 91% untuk

indikator ini dapat tercapai karena realisasi mencapai 96% dengan hasil capaian 105%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/lurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.

b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.

c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.

3. Program/keglatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Melaksanakan rapat rutin antara KPN dan Hakim serta Monitoring dan Evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.

b) Adanya Koordinasi sesama Hakim dalam hal meningkatkan kualitas Putusan/Penetapan,



Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (Diinput dalam setahun)

Indikator ini mengukur ... wermanarerraersre e ss ARt PR . dan capaiannya sebagai berikut :
[ " Indikator Kinerja - T Target | Input " Realisasi Capaian
1 ‘ % } Input % %

| 82,80 90

| Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Uﬁaya Hukum Kasasi ‘ 92 ' ‘ 23 : 19

i
i

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :
a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak .
€ s

3. Program/keglatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Melaksanakan rapat rutin antara KPN dan Hakim serta Monitoring dan Evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.

b) Adanya Koordinasi sesama Hakim dalam hal meningkatkan kualitas Putusan/Penetapan.
c) .

d) e T



Indikator : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator ini mengukur realisasi perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dan capaiannya sebagat berikut :

- " Indikator Ki'r_\"erja - Targéi:‘m_lr Inpui Realisasi Capaia"ri'_m
% 'i ‘ Input i % %
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 25 | 0 o 0 j 0 0 ‘l
l _ L _ e

1. Jelaskan capalan kinerja pada tabel tersebut diatas :

indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi dengan jumlah perkara pidana anak. Pada
periode Januari s.d Maret 2023 jumlah perkara pidana anak yang masuk hanya 1 perkara dan tidak bisa deselesaikan melalui diversi, sehingga target untuk
indikator ini tidak tercapai.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/lurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.

¢. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Tidak memenuhi syarat untuk dilakukan upaya Diversi.



Indikator : Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan (Diinput per semester)

Indikator ini mengukur

... dan capaiannya sebagai berikut :

rd " Indikator Kinerja Target 177 Input Realisasi ! Caﬁéi-an
I % } Input | % % ‘i
Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan ' | 95 ‘ 244 244 | 91,82 96,65 |
. e S O I - |

Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :
sumber daya apa saja yang digunakan :
program/kegiatan yang menunjang keberhasilen ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

Uraikan realisasi anggaran bila ada




Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihat Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihat tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

" Indikator Kinerja _ _rm‘rarget "“input "Realisasi T _aﬁa_?éﬁ \

‘ % input % | % |

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihat Tepat 100 15 15 100 | 100
i 1

Waktu

1. Jelaskan capoian kinerja pada tabel tersebut diatas :
Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah
perkara perdata yang diputus. Periode Januari s.d Maret Tahun 2023 perkara perdata yang diputus sebanyak 15 perkara, dan seluruh salinan putusan dikirim
kepada para pihak secara tepat waktu, Dengan demikian target untuk indikator ini dapat tercapai dengan realisasi dan capaian sebesar 100% dari target yang
ditetapkan adalah 100%.

2. Sumber daya apa saja yong digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/lurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
¢. Biaya perkara dari para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapalan pernyataan kinerja :
a) Adanya koordinasi antara Jurusita dan Panitera Pengganti terhadap perkara yang telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan
putusan tepat waktu sesuai dengan SOP kepada para pihak.
b} Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera terhadap perkara-perkara yang akan di putus sehingga Panitera Pengganti dapat

berkoordinasi dengan Jurusita untuk mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan putusan kepada para pihak.



Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihat Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihat tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Waktu

T " Indikator Kinerja | Target Input Realisasi Capasan 1[
5 Input % % t
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihat Tepat ‘ 8 : 8 100 100 :

1. Jelaskan capoian kinerja pada tabel tersebut diatas :
Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara
pidana yang diputus. Periode Januari s.d Maret Tahun 2023 perkara pidana yang diputus sebanyak 8 perkara, dan seluruh salinan putusan dikirim kepada

para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian target untuk indikator ini dapat tercapai dengan realisasi dan capaian sebesar 100% dari target yang

ditetapkan adalah 100%.
2. Sumber daya apa saja yong digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
¢. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :
a) Petikan dan salinan putusan perkara yang telah putus segera dikirim sesuai dengan SOP.

b} Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera kepada Panitera Pengganti.



Indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan capaiannya sebagai berikut :

o indikator Kinerja o ! Tarééf_ Input Realisasi 'Ea?paian
% Input % %
‘ Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 15 2 1 50 | 333
, e l

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Sejak

Januarl s.d Maret Tahun 2023 perkara yang dilakukan Mediasi sebanyak 2 perkara, namun 1 Perkara yang berhasil diselesalkan melalui mediasi. Dengan

demikian target untuk indikator ini tercapai.
2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

a. SDM : Hakim Mediator.
b. Saranadan Prasarana yang mendukung proses mediasi.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapalan pernyataan kinerja :

a) Para pihak yang melakukan mediasi dengan bantuan Hakim Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai karena tawaran yang

disampaikan oleh salah satu pihak tidak diterima oleh pihak lainnya, sehingga para pihak memilih untuk melanjutkan persidangan.




Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator ini mengukur persentase jumlah perkara prodeo yang diselesaiakan sebagai berikut :

o - Indikator Kinerja T [ “Target | Input | Realisasi | Capaian
| : % : * input % %
, Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan N/A J‘ 0 0 N/A N/A l
i
} |
. —_ | L -

1,

2l

Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

indikator ini diukur dengan membandingkan prodeo yang diselesaikan. Terhitung sejak Januari s.d Maret tahun 2023 tidak ada perakara prodeoc yang
diselesaikan mengingat tidak adanya anggaran prodec pada DIPA 03. Dengan demikian target untuk indikator ini dapat direalisasikan dengan realisasi sebesar
0% dan capaian 0%.

Sumber daya apa sajo yang digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung Administrasi dan Persidangan.

c. Anggarapan DIPA 03 tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Adanya pengawasan bidang serta moniktoring dan evaluasi secara berkala untuk memudahkan dalam memantau proses pengiriman berkas perkara yang

mengajukan upaya hukum.

b) Adanya kerja sama antara Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Kepaniteraan Pidana maupun Perdata untuk segera menyelesaikan berkas perkara

yang mengajukan upaya hukum agar tidak melebihi batas waktu.



Indikator : Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini mengukur Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target input Realisasi Capaian ‘
% input % %
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan N/A 0 0 N/A N/A

s J

1,

2.

Jelaskan capaion kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumiah Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan. Sejak Januari s.d Maret tahun 2023
perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Meureudu tidak ada perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Pengadilan Negeri Meureudu tidak
pernah menargetkan persentase indikator ini juga pada tidak ada pada DIPA 03 Pengadilan Negeri Meureudu. Namun demikian pencantuman indikator ini akan
selalu ada sehubungan dengan komitmen Pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat pencari keadilan demi layanan hukum yang bermartabat yang
memandang bahwa manusia sebagai mahkluk yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia {No Barrier in Law).
Sumber daya apa saja yang digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses Administrasi dan Persidangan,

c. Anggaran DIPA 01 tahun 2023

Program/keglatan yang menunjang keberhasiian ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one day publish sehingga masyarakat bisa segera mengakses
informasi putusan perkara yang dibutuhkan,

b} Melakukan sinkronisasi SIPP minimal 2x dalam sehari, baik sinkronisasi pada Server MA maupun server website pn-

Meureudu.go.id









MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
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Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249, Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

Melaksanakan persidangan
sesuai asas persidangan - Penyesuaian Proses
cepat, biaya ringan dan persidangan dalam setiap
sederhana perkara,
Menunda persidangan - Jumlah SDM yang menangani, .
. . . Optimalisasi Sarana,
tidak lebih dari 2 (dua) - Kurang-nya fasilitas (ruang ]

. Percepatan penanganan perkara ) ) Prasarana, dan Meningkatkan
minggu sidang) yang memadai, ) )

) Manajemen Peradilan Umum

Memutus perkara perdata - Tidak sejalannya hukum acara
tidak melebihi 3 (tiga) bulan perdata dengan sistem
Mengevaluasi percepatan penanganan
penyelesaian perkara perkara,
pidana
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DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
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Mendata dan merekap
hasil Survey Kepuasan
Masyarakat

Telah dilakukan rekapitulasi
data inputan responden
melalui aplikasi SiSuper

Badilum

Menyusun Laporan Hasil
Survey Kepuasan
Masyarakat

Telah disusun laporan hasil
survey setiap 3 bulan sekali

Sering terjadinya down pada website
aplikasi SiSuper Badilum sehingga
terhambatnya pengambilan rekap data
dan kurangnya SDM yang dapat
mengolah data hasil survey

Telah dilakukan pengolahan
data secara maskimal melalui
aplikasi SiSuper Badilum
setiap 3 Bulan sekali

Melakukan evaluasi
berdasarkan hasil Survey
Kepuasan Masyarakat

Telah dilakukan evaluasi atas
hasil survey setfiap 3 bulan
sekali pada peringkat 3
terendah dan 3 tertinggi pada
quetioners survey

Dalam evaluasi masih ditemukan
Quetioners yang sama pada peringkat
3 terendah yang perlu ditindaklanjuti
meskipun pada jangkauan nilai
baik/sangat baik.

Telah dilakukan evaluasi dan
dilakukan penginputan pada
aplikasi Sisuper Badilum.
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Demikian hasil monitoring dan evaluasi terhadap Evaluasi Kinerja Internal Tahun 2023 pada periode Triwulan |, untuk dapat dipedomani

dan dijadikan sebagai dasar dalam peningkatan akuntabilitas serta optimalisasi pada implementasi dokumen SAKIP di Pengadilan Negeri

Meureudu.
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A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Meureudu dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sebagai fungsi mengadili (Judical Power), fungsi pembinaan, fungsi pengawasan,
fungsi  nasihat, dan fungsi administrasi menetapkan  visi  yakni:
‘TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU YANG AGUNG".
Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban adaiah:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan

transparan;

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Human Resources

Development) yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efesien:

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif

dan efesien

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesual

dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan
akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran
kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat
menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur
dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan
sebagai dasar untuk meniflai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan
kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dalam
rangka mewujudkan visi dan misi.

Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam
PK maka dilakukan pemantauan dan evaiuasi terhadap PK tersebut secara
triwulanan. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Pengadilan Negeri Meureudu ini berisi gambaran pelaksanaan Indikator Kinerja



yang ada di dalam PK lingkup Pengadilan Negeri Meureudu yang meliputi capaian
atau progres indikator kinerja Pengadilan Negeri Meureudu, permasalahan yang
dihadapi dan tindak lanjut atau pemecahan masalah tersebut.

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan hal yang penting dalam proses
pembelajaran. Monev secara luas diaku! sebagai suatu elemen yang krusial dalam
pengelolaan implementasi program dan kebijakan dalam organisasi. Penggunaan
informasi dari hasil monev selama dan sesudah pelaksanaan program dapat dilihat
sebagai hai pokok dari sistem pelaporan dalam menunjukan kinerja atau untuk belajar
dari pengalaman untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Evaluasi sendiri
dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan kualitas mutu pembelajaran secara
berkelanjutan.

Agar hasil yang diinginkan bisa tercapai maka dibutuhkan dukungan laporan
hasil monev dan rencana tindak lanjut. yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan
dari sistem monitoring dan evaluasi. Pengawasan yang dapat menyelesaikan masalah
dalam proses pendokumentasian, pelaporan dan manajemen waktu sesuai dengan
kebutuhan dari sistem monev tersebut. Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan

dirancangnya sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran.

. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik {Lembaga
Negara Repubiik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ;

3. Peraturan Preslden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 :



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

5. SK KMA Nomor : 1-144/KMA//2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di

Pengadilan

8. SK SEKMA Nomor : 173/SEK/SK/1/2022 tentang penetapan IKU pada Pengadilan
tingkat Banding dan Pengadilan tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung
Republik Indonesia

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021
Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP tanggal 13 Desember 2021 ;

8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022

Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP tanggal 14 Desember 2022 :

. Maksud dan Tujuan

Preses pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja Pengadilan Negeri
Meureudu merupakan kegiatan pengumpulan data dan pengukuran capaian
ataupun progress atas indikator kinerja perjanjian kinerja lingkup Pengadiian Negeri
Meureudu. Proses pemantauan dan evaluasi capaian indikator kinerja dari sefiap
unit baik Eselon | maupun IV di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu bertujuan
untuk memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup
Pengadilan Negeri Meureudu, Gambaran tersebut untuk memastikan dan
mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target
Indikator Kinerja pada PK yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan dan
evaluasi atas kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala secara
triwulanan. Dengan demikian, proses pelaksanaan program dan kegiatan tetap
dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu tindakan perbaikan

untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.



D. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinefja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui petjanjian kinetja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya vyang tersedla.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas

kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target Kinerja
yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-
tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk  meningkatkan integritas, akuntabilitas, fransparansi, dan kinerja
Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

3. Sebagal dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapalan fujuan dan
sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima
amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

E. Capaian Kinerja
Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target yang telah

ditetapkan dengan realisasi tiap triwulanan. Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu






486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 Aprit 2021 Perihal Pengendalian
Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan
tepat waktu menggunakan informasi jangka wakiu penyelesaian pada SIPP.
Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada
Pengadilan Tk Pertama paling lambat & (lima) bulan. Jumlah Perkara yang
diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
Perkara Perdata yang diselesaikan tepat wakiu sebanyak 13 perkara.
Target ini berhasil dicapai karena ;

~ Majelis Hakim telah menyusun court calender dan melaksanakan sesuai
dengan jadwal yang telah direncanakan.

- Seluruh aparatur peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang ada.

- Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.

- Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin butanan serta adanya rapat internal
masing-masing bagian memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring
perkara yang sedang berjalan.

- Kepatuhan pelaksanaan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
yang telah ditetapkan.

- Melaksanakan persidangan secara tepat wakiu dengan mempedomani SEMA
Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di
Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan
Peradifan. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum  Nomor
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 Aprii 2021 Perihai Pengendalian

Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara.



2, Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini mengukur penyelesaian Perkara Pidana yang diselesaikan tepat
dengan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014
Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat
Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Minutasi mempedomani Surat
Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 Aprii 2021 Perihal
Pengendalian Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang
diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada
SIPP. Jumlah Perkara yang diseiesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus
dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada
Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumiah Perkara yang
diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 6 perkara. Target ini
berhasil dicapai karena :

- Majelis Hakim telah menyusun court calender dan melaksanakan sesuai
dengan jadwal yang telah direncanakan.

- Seluruh aparatur peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasio+nal
Prosedur (SOP) yang ada.

— Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim.

- Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta adanya rapat internal
masing-masing bagian memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring
perkara yang sedang berjalan.

- Kepatuhan pelaksanaan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
yang telah ditetapkan.
Melaksanakan persidangan secara tepat waktu dengan mempedomani SEMA
Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di
Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan

Peradilan.  Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum  Nomor



486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 Aprii 2021 Perlhal Pengendalian
Penyelesaian Minutasi Dan Pemberkasan Perkara.
. Jumliab Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif
dengan memperhatikan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di
Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan rostoratif
adalah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan Pendekatan Restoratif dalam
Perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabiiitasi. Perkara
yang diagjukan untuk restoratif adalah jumlah Perkara narkotika yang diajukan
Penyelesaian Pendekatan RJ. Jumlab Putusan yang menggunakan
Pendekatan Keadilan Restoratif pada triwulan I ini belum ada. Hal ini
dikarenakan beium ada perkara masuk yang bisa di putus dengan menggunakan
pendekatan keadilan restoratif pada triwulan ini sehingga tidak ada pencapaian
pada triwulan ini.

Mesikpun demikian hakim akan terus berusaha dan terus berupaya melakukan
pendokatan keadilan restoratif dalam perkara ini.
. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini mengukur Jumiah Perkara putus yang tidak mengajukan upaya
hukum banding. Banding adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat
diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan
Pengadifan Negeri . Banding dapat diajukan bila masih merasa beium puas
dengan [si putusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi. Dari 6 Perkara
Pidana yang putus pada Triwulan !l ini, ada 4 perkara yang mengajukan
upaya Hukum Banding. Serta dari 13 perkara Perdata yang putus pada
Triwuian ii ini terdapat 1 perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding.

Sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding pada



Triwulan li ini sebanyak 14 perkara. Pencapaian untuk indikator ini bisa terjadi

karena hal-hal sebagai berikut :

= Adanya Sumber daya yang digunakan yaitu :

- Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para

staff kepaniteraan.

Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses

administrasi persidangan.

- Anggaran DIPA 03 tahun 2023.

* Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinefja

adalah :

Majelis Hakim telah menyusun court calender dan melaksanakan sesuai
dengan jadwal yang telah direncanakan.

Seluruh aparatur peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar
Operasinal Prosedur (SOP) yang ada.

Wakil Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para
Hakim.

Para pihak yang berperkara sudah merasa putusan perkara Pidana yang
diterima telah sesuai dengan perbuatannya.

Para pihak yang berperkara dalam perkara Perdata sudah menerima
hasil putusan Majelis Hakim.

5. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara putus yang tidak mengajukan upaya

hukum Kasasi. Kasasi adaiah salah satu upaya hukumn biasa yang dapat diminta

oleh salah satu atau kedua belah pihak terbadap suatu putusan Pengadiian

Negeri. Kasasi dapat diajukan hila masih merasa belum puas dengan isi putusan

Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Dari 6 Perkara

Pidana yang putus pada Triwuian ll ini terdapat 3 perkara mengajukan upaya

Hukum Kasasi, Serta dari 13 perkara Perdata yang putus pada Triwuian ii ini

tidak ada perkara mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Sehingga perkara yang



tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi pada Triwulan il ini sebanyak 16

perkara. indikator ini bisa terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

Adanya Sumber daya yang digunakan yaitu :

Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para
staff kepaniteraan,

Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses
administrasi persidangan.

Anggaran DIPA 03 tahun 2023.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinefja
adalah :

Majelis Hakim telah menyusun court calender dan meiaksanakan sesuai
dengan jadwal yang telah direncanakan.

Seluruh aparatur peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

Wakil Ketua Pengadiian selalu melaksanakan rapat rutin dengan para
Hakim.

Para pthak yang berperkara sudah merasa putusan perkara Pidana yang
diterima telah sesuai dengan perbuatannya.

Para pihak yang berperkara dalam perkara Perdata sudah menerima hasil

putusan Majelis Hakim,

. Peraentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi

Indikator ini mengukur Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil melalui

penetapan diversi berhasii dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi daiam sistem

Peradilan Pidana Anak. Diversi adalah pengalihan proses peradilan Pidana ke

proses diluar peradilan Pidana. Tidak ada perkara Pidana Anak yang

diselesaikan secara Diversi pada Triwulan ini, bal ini dikarenakan tidak ada

perkara Pidana Anak yang masuk pada Triwuian li ini.



7. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradiian
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap flayanan peradilan
menggambarkan mutu kinerja pelayanan Pengadilan Negeri daiam meberikan
peiayanan pada pencari keadilan. indeks ini di dapat dari hasil survey yang
dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara
Pelayanan Publik.
Variabel pengukurannya adalah : persyaratan pelayanan, waktu pelayanan,
biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana,
perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana prasarana.
Responden dalam survei adalah setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan
dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan Pengadilan Negeri Meureudu.
Survei Triwulan I ini di ikuti oleh 342 responden dengan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) pengguna layanan di Pengadilan Negeri Meureudu sebesar
3,98 atau 99,57% yang yang berada pada kategori A dengan mutu kinerja
pelayanannya “SANGAT BAIK".
Hai ini disebabkan karena :
- Pelaksanaan tugas dari seluruh aparatur Pengadilan Negeri Meureudu dalam
melayani masyarakat sudah berpedoman pada SOP yang ada;
- Peiayanan terpadu satu pintu telah bekerja maksimal untuk memberikan
layanan informasi yang dibutuhkan.
8. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
tepat waktu
Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan Perkara Perdata yang

disampaikan kepada para pihak dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 tahun



2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/11/2021 tentang standar pelayanan
peradilan, serta SOP penyelesaian perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor :
354/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 17 November 2022, Salinan putusan dikirim
paling lambat 14 hari kerja setelah minutasi. Surat Dirjen Badilum Nomor
488/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 Aprii 2021 perihal pengendalian
Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Dari 13 perkara Perdata yang
diputuskan pada triwulan ini semuanya telah dikirim kepada para pihak
secara tepat waktu,

Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut ;

- Sumber daya yang digunakan :

- Sumber daya manusia : Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para

staff kepaniteraan.

- ©Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses

administrasi persidangan.

— Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja

adalah ;

=~ Jurusita berkoordinasi dengan Panitera Pengganti terhadap perkara yang
telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan putusan

tepat waktu sesuai dengan SOP kepada Para Pihak.

- Dengan adanya monitoring dan evaluasi rutin yang dilakukan Panitera sert
rapat Buianan sehingga dapat memonitoring perkara-perkara yang akan
putus sehingga Panitera Pengganti dan Jurusita dapat berkoordinasi dan

mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan kepada Para Pihak.



9. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak

tepat waktu
indikator ini mengukur jumiah salinan putusan Perkara Pidana yang

disampaikan kepada para pihak dengan berpedoman pada SEMA Nomor 1 tahun
2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2021 tentang standar pelayanan
peradilan, serta SOP penyelesaian perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor ;
354/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 17 November 2022. Salinan putusan dikirim
paling lambat 14 hari kerja setelah minutasi. Surat Dirjen Badilum Nomor
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 Aprii 2021 perihal pengendalian
Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara, Dari 6 perkara Pidana yang
diputuskan pada triwulan ini semuanya telah dikirlm kepada para pihak
secara tepat waktu.
Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut ;

— Sumber daya yang digunakan :

— Sumber daya manusia . Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, serta para

staff kepaniteraan,

~ ©Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam mendukung proses

administrasi persidangan.
— Anggaran DIPA 03 tahun 2023.

— Program/Kegiatan yang menunjang keberhasitan dari pencapaian kinerja

adalah :

= Jurusita berkoordinasi dengan Panitera Pengganti terhadap perkara yang
telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan putusan

tepat waktu sesuai dengan SOP kepada Para Pihak.



— Dengan adanya monitoring dan evaluasi rutin yang dilakukan Panitera sert
rapat Bulanan sehingga dapat memonitoring perkara-perkara yang akan
putus sehingga Panitera Pengganti dan Jurusita dapat berkoordinasi dan

mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan kepada Para Pihak.

10.Peraentase Perkara yang diseiesaikan melalui Mediasi.

11.

Indikator ini mengukur jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan dengan
mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian),
seria dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumiah perkara

Perdata Gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. Pada Triwulan Il ini
Tidak terdapat perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Mesikpun demikian hakim akan terus berusaha memfasilitasi proses mediasi
secara masksimal agar berhasil sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016

tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Persentase Perkara Prodec yang diselesaikan

Indikator ini mengukur jumlah Perkara yang diseiesaikan dengan secara
prodec dimana biaya perkara nya dibebankan pada Angaran Pengadilan, serta
dengan berpedeman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pada
tahun 2023 Pengadilan Negeri Meureudu belum mendapatkan alokasi
Anggaran Prodeo sebingga belum ada perkara yang dapat diselesaikan

seoara Prodeo.



12, Peraentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
Indikator ini mengukur jumiah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman
Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Diluar
Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
(Zitting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). Tidak terdapat

perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

13.Persentase Pencari Keadiian Golongan tertentu yang mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
indikator ini mengukur jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat
layanan Bantuan Hukum dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan. Gcelongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang
tidak mampu secara ekonom! dan atau tidak memiliki akses pada informasi
konsultasi hukum yang memeriukan layanan hukum. Penoari Keadilan Golongan
tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum pada triwulan ini sebanyak
14 pemochon.
Adapun hal-hal yang menyebabkan pencapaian ini adalah sebagai berikut

— Adanya anggaran DIPA 03 tahun 2023
- Panitera selalu memonitoring Pelaksanaan Posbakum
- Keluhan/kendala disampaikan ketika rapat monev Posbakum

Posbakum disiplin dalam menghadiri piket pelayanannya sesuai dengan jadwal

yang telah disepakati.
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PENJELASAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN Il TAHUN 2023

Indikator : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator I(inerja'\“ h Target |
%
Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu o

Input

17

i
|

%

Capalan
%

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dengan perkara perdata
yang diselesaikan pada bulan berjalan. Pada periode April s.d Juni tahun 2023 perkara perdata yang diselesaikan sebanyak 17 perkara. Dari 17 perkara
tersebut sebanyak 17 perkara diselesaikan secara tepat waktu yaitu tidak lebih dari 5 bulan sesuai dengan SE MA Nomor 2 tahun 2014. target indikator ini

dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan hasil capaian 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.

b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.

¢. Biaya perkara dari para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

100

i
|




a) Aparatur Pengadilan Negeri Meureudu sudah bekerja sesuai dengan
SOP.

b) Hakim melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal sidang pada Court Calender.

c) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute
publish.

dan one day

d) Adanya koordinasi yang baik antara Penggugat atau Pemohon serta Kuasa Hukumnya, Petugas Meja 1, Petugas Meja II, Jurusita/lurusita Pengganti,

Panitera/Panitera Pengganti, dan Majelis Hakim.

e) Ketua selalu melakukan rapat rutin bersama para Hakim terkait proses penyelesaian perkara yang sedang berjalan.

f) Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta rapat internal masing-masing bidang untuk memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara

yang sedang berjalan,

Indikator : Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

|“ Indikator Kinerja o Target

; %

B&rsent_a"se Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu o ‘ 100 I
e

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diotas ;

Input

Realisasi

Input

8

Capaian

%




Indikator ini diukur dengan cara membandingkan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dengan perkara pidana
yang diselesaikan pada bulan berjalan. Pada periode April s.d Juni tahun 2023 perkara pidana yang diselesaikan sebanyak 8 perkara. Dari 8 perkara tersebut
semuanya diselesaikan secara tepat waktu yaitu tidak lebih dari 5 bulan sesual dengan SE MA Nomor 2 tahun 2014. Deng an demikian target indikator
ini dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan hasil capaian 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :
a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.

b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.

¢. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023,

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :



Indikator : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative{diinput dalam setahun)

Indikator ini mengukur realisasi Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dan capaiannya sebagai berikut :

} Indikator Kinerja Target Input Realisasi ‘ Capaian ‘
': % Input | % | % |
Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative ]- 1 0 0 i 0 * 0 |
e | e

1. Jelaskan capoian kinerja poda tabel tersebut diatas :
Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dengan jumlah perkara yang diputus
dalam jangka waktu triwulan Il. Pada periode April s.d Juni 2022 jumlah putusan menggunakan pendekatan keadilan restorative sebanyak 0 perkara, dari 10

perkara tersebut sebanyak 0 perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative. Dengan demikian target sebesar 1% untuk indikator ini dapat

tercapai karena realisasi mencapai 100% dengan hasil capaian 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/lurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.

¢. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :
a) Melaksanakan rapat rutin antara KPN dan Hakim serta Monitoring dan Evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.

b} Adanya Koordinasi sesama Hakim dalam hal meningkatkan kualitas Putusan/Penetapan



Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini mengukur realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan capaiannya sebagai berikut :

{ 7 indikator Kinerja Target . Input 4' ) Realisasi Capaian
‘ Input % i % |
1 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding ] 25 20 : 80 87 l|

’ | i ]

1. Jelaskan capaian kinerja poda tobel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumiah perkara yang
diputus dalam jangka waktu 1 triwulan, Pada periode April s.d Juni 2023 jumiah perkara yang diputus sebanyak 25 perkara, dari 25 perkara tersebut sebanyak
5 perkara mengajukan upaya hukum banding dan 20 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian target sebesar 90% untuk
indikator ini belum tercapai karena realisasi 80% dengan hasil capaian 87%.

Sumber doya apa safo yang digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/lurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
¢. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :
a) Para pihak tidak puas dengan putusan hakim
b) Tardakwa merasa hukuman terlalu berat sehingga melakukan upaya hukum banding.

c) Adanya aturan khusus dalam lingkungan Kejaksaan Negeri Meureudu, dimana untuk perkara Pidana Khusus yang diputus dibawah 2/3 dari tuntukan
maka
JPU wajib melakukan upaya hukum banding sesual dengan SOP mereka, meskipun peritmbangan hukumnya sudah dicantumkan dalam putusan hakim.



Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (Diinput pertahun)

Indikator ini mengukur dan capaiannya sebagai berikut :
i_ Indikator Kinerja ] Target Input Realisasi | Capaian |
% Input % % :
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi . 96 i 25 24 96 100 |
_ i ... B - _
1. Jeluskan capaian kinerjo poda tabel tersebut diatas :

3.

LTINS (L] LU LT TRR TP ) ey ann [ETTT Ty T

Sumber daya apa saja yang digunakan ;

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.

€. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak .

I

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerfa :

a) Melaksanakan rapat rutin antara KPN dan Hakim serta Monitoring dan Evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.
b) Adanya Koordinasi sesama Hakim dalam hal meningkatkan kualitas Putusan/Penetapan.




Indikator : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator ini mengukur reallsasi perkara pidana anak yang diselesalkan dengan diversi dan capaiannya sebagai berikut :

T Indikator Kinerja © 1 Target | Input "~ Realisasi | Capaian |

% ' Input ' % % |

1’ Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 25 o 0 0 0 '|
l

iy

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara pidana anak yang diselesalkan dengan Diversi dengan jumlah perkara pidana anak. Pada
periode April s.d Juni 2023 tida ada perkara anak sehingga pada indikator tidak dapat.
2. Sumber daya apa safa yang digunakan :
a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/lurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.

¢. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023,

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Tidak ada perkara anak.



Indikator : Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator ini mengukur realisasi Index Kepuasan Pencari Keadilan dan capaiannya sebagai berikut :

‘ o Indikator Kinerja o | Target Input " Realisasi T capaian |
1 ‘ % ’ Input % ; % I
'\ Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan l 97 1 800 800 96, 99,57 |

| 1 : 59 e

1. Jelaskan capaian kinerja poda tabel tersebut diotas :

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Meureudu dengan
cara membandingkan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan. Pada
periode April s.d Juni Tahun 2023 jumlah responden pencari keadilan sebanyak 800 orang, 800 orang puas terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan
Negeri Meureudu dengan realisasi sebesar 100%. Dengan demikian target 97% dapat tercapai dengan hasil capaian 100%.

Sumber daya apa sajo yang digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses survey kepuasan masyarakat.
c. Anggaran DIPA 01 Tahun 2023,

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pern yataan kinerja :
a) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap indeks kepuasan masyarakat.
b) Adanya tindak lanjut pada unsur kepuasan masyarakat yang mendapatkan nilai terendah.

¢} Pengadilan Negeri Meureudu terus melakukan perbaikan baik dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi pelayanan dengan cara menciptakan

berbagai inovasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan.



Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihat Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihat tepat waktu dan capaiannya dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target | Input | Realisasi . Capaian
% ‘ . input % %
‘ Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihat Tepat 98 17 17 : 100 | 100 1‘
| | | |
; Waktu 1 ‘ !
8 o

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :
Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah
perkara perdata yang diputus. Periode April s.d Juni Tahun 2023 perkara perdata yang diputus sebanyak 38 perkara, dan seluruh salinan putusan dikirim
kepada para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian target untuk indikator ini dapat tercapai dengan realisasi dan capaian sebesar 100% dari target yang
ditetapkan adalah 100%.

2. Sumberdaya apa saja yang digunakan ;

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
¢. Biaya perkara dari para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :
a} Adanya koordinasi antara Jurusita dan Panitera Pengganti terhadap perkara yang telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan
putusan tepat waktu sesuai dengan SOP kepada para pihak.
b) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera terhadap perkara-perkara yang akan di putus sehingga Panitera Pengganti dapat

berkoordinasi dengan Jurusita untuk mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan putusan kepada para pihak.



Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihat Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihat tepat waktu dan capaiannya sebagai berlikut :

indikator Kinerja

"Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihat Tepat

Waktu

Target

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlzah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para plhak tepat waktu dengan jumlah perkara
pidana yang diputus. Periode April s.d Juni Tahun 2023 perkara pidana yang diputus sebanyak 8 perkara, dan seluruh salinan putusan dikirim kepada

para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian target untuk indikator inl dapat tercapai dengan realisasi dan capaian sebesar 100% dari target yang

ditetapkan adalab 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

a. 5DM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.

b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
¢. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Petikan dan salinan putusan perkara yang telah putus segera dikirim sesuai dengan SOP.

b) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera kepada Panitera Pengganti.

Input Realisasi Capaian l‘
Input % % :
8 8 100 100 *




Indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target T Input
K
\'Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi ! 15 | o
; i

Realisasi Capaian
Input % %
0 0 0

|
1
i
!
!

1. Jtelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Sejak

April s.d Juni
dapat dicapai.
2, Sumber daya apa saja yang digunakan :

a. 5DM : Hakim Mediator.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses mediasi.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegogalan pencapaian pernyataan kinerja :

a} Para pihak yang melakukan mediasi dengan bantuan Hakim Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai karena tawaran yang

disampaikan oleh salah satu pihak tidak diterima oleh pihak lainnya, sehingga para pihak memilih untuk melanjutkan persidangan.

Tahun 2023 perkara yang dilakukan Mediasi sebanyak O perkara, Dengan demikian target untuk indikator ini tidak dapat tercapai hanya



Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator ini mengukur persentase jumlah perkara prodeo yang diselesaiakan sebagai berikut

Indikator Kinerja . Target ' Input | Realisasi | Capaian
‘ % | Input % %
- Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan ‘ N/A 0 ‘ 0 N/A N/A
* | |
| .

e —_ R ——— P — R —al JE—

1.

2.

Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

indikator ini diukur dengan membandingkan prodeo yang diselesaikan. Terhitung sejak April s.d Juni tahun 2023 tidak ada perakara prodec yang
diselesaikan mengingat tidak adanya anggaran prodeo pada DIPA 03. Dengan demikian target untuk indikator ini dapat direalisasikan dengan realisasi sebesar
0% dan capaian 0%.

Sumber daya apa saja yang digunakon :

2. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung Administrasi dan Persidangan.

€. Anggarapan DIPA 03 tahun 2022 dan biaya perkara dari para pihak.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Adanya pengawasan bidang serta moniktoring dan evaluasi secara berkala untuk memudahkan dalam memantau proses pengiriman berkas perkara yang
mengajukan upaya hukum.

b} Adanya kerja sama antara Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Kepaniteraan Pidana maupun Perdata untuk segera menyelesaikan berkas perkara

yang mengajukan upaya hukum agar tidak melebihi batas waktu.



Indikator : Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini mengukur Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan dan capaiannya sebagai berikut :

‘‘‘‘‘‘

Indikator Kinerja i Target " Input Realisasi Capaian
| ‘ % Input % %
- Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan N/A 0 0 N/A N/A

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan. Sejak April s.d Juni tahun 2023
perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Meureudu tidak ada perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Pengadilan Negeri Meureudu tidak
pernah menargetkan persentase indikator Ini juga pada tidak ada pada DIPA 03 Pengadilan Negeri Meureudu. Namun demikian pencantuman indikator ini akan
selalu ada sehubungan dengan komitmen Pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat pencari keadilan demi layanan hukum yang bermartabat yang
memandang bahwa manusia sebagai mahkluk yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia {No Barrier in Law},

2. Sumberdaya apa sajo yang digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/lurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses Administrasi dan Persidangan.

¢. Anggaran DIPA 01 tahun 2023

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerjo :

a) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one day publish sehingga masyarakat bisa segera mengakses
Informasi putusan perkara yang dibutuhkan.

b) Melakukan sinkronisasi SIPP minimal 2x dalam sehari, baik sinkronisasi pada Server MA maupun server website pn-

Meureudu.go.id
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Melaksanakan persidangan
sesuai asas persidangan
cepat, biaya ringan dan
sederhana

Menunda persidangan
tidak lebih dari 2 (dua)

minggu

Memutus perkara perdata
tidak melebihi 3 (tiga) bulan

Mengevaluasi
penyelesaian perkara
pidana

Percepatan penanganan perkara

Penyesuaian Proses
persidangan dalam setiap
perkara,

Jumlah SDM yang menangani,
Kurang-nya fasilitas (ruang
sidang) yang memadai,

Tidak sejalannya hukum acara
perdata dengan sistem
percepatan penanganan
perkara.

Optimalisasi Sarana,
Prasarana, dan Meningkatkan

Manajemen Peradilan Umum
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Mendata dan merekap
hasil Survey Kepuasan
Masyarakat

Telah dilakukan rekapitulasi
data inputan responden
melalui aplikasi SiSuper

Badilum

Menyusun Laporan Hasil
Survey Kepuasan
Masyarakat

Telah disusun laporan hasil
survey setiap 3 bulan sekali

Sering terjadinya down pada website
aplikasi SiSuper Badilum sehingga
terhambatnya pengambilan rekap data
dan kurangnya SDM yang dapat
mengolah data hasil survey

Telah dilakukan pengolahan
data secara maskimal melalui
aplikasi SiSuper Badilum
setiap 3 Bulan sekati

Melakukan evaluasi
berdasarkan hasil Survey
Kepuasan Masyarakat

Telah dilakukan evaluasi atas
hasil survey setiap 3 bulan
sekali pada peringkat 3
terendah dan 3 tertinggi pada
quetioners survey

Dalam evaluasi masth ditemukan
Quetioners yang sama pada peringkat
3 terendah yang perlu ditindakianjuti
meskipun pada jangkauan nilai
baik/sangat baik.

Telah dilakukan evaluasi dan
dilakukan penginputan pada
aplikasi Sisuper Badilum.






















LAPORAN HASIL TINDAKLANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUAS! KINERJA INTERNAL TRIWULAN Il TA 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Perjanjian Kinerja Yr::_;r:{ Hasil Pengukuran Kinerja TW 2 Dan Pelaksanaan Tindaklanjut Rekomendasi MONEV TW 2
" . MONEV TW 2 Tahun 2023 Tindaklanjut Rekomendasi MONEV TW 2
° Ind 3 Hasil Tindaklanjut
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Kinerja & Tar- Rekomen- Rencana Capaian | Efesiensi
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RAPAT MONITORING DAN EVALUASI CAPIAN KINERJA TRIWULAN Itl
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Hari / Tanggal Rapat : Rabu, 4 Oktober 2023 KETERANGAN LAMPIRAN
Lokasi Rapat : Ruang Sidang Utama Pengadiian Negen ~ Daftar Hadir
Meureudu o
Mulai Rapat : 10.00 Wib s/d Selesai. "¢ internal Memo
POKOK BAHASAN : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Bert Tanda Berikut
RAPAT Triwulan it pada Pengadilan Negeri
Meureudu
PIMPINAN RAPAT 1. Ketua Pengadilan Negerd Meureudu
MDDERATOR 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
NDTULEN 3. Kasubbag PTiP Pengadilan Negesd Meureudu

BAHASAN MATERI RAPAT

Pada hari ini Rabu tanggal empat buian Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh
Tiga, Rapat dibuka olah Ketua Pengadilan Negeri Meureudu dengan baocaan
basmalah dan ucapan syukur kepada Atlah, SWT, kemudian rapat dilaksanakan
dengan uraian sebagai berikut :

1. Mengetahui sejauh mana capaian kinerja Kesekretariatan maupun
Kepaniteraan serta masalah-masalah yang menjadi hambatan dalam capaian
di Pengadilan Negeri Meureudu seiama triwulan |l Periode 1 April sampai
dengan 30 Juni 2023;

2. Daiam perencanaan yang dituangkan dalam pefjanjian kinerja yang di
datamnya ada beberapa sasaran strategis sesuain dengan Indikator Kinerja
Utama. |tu merupakan acuan dan dasar kita daiam kegiatan penyeienggaraan
sesuai Tupoksi masing-masing Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri
Meureudu, dan itu harus kita iaksankan sehingga kinerja kita bisa maksimal;

3. Memonitoring sejauh mana realisasi anggaran triwulan i dan mengevatuasi

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan target kinerja;



4. Capaian kinerja pegawai yang tefah berjalan dengan baik agar selalu
dipertahankan dan ditingkatkan, apabila ada kekurangan-kekurangan hasil

evaluasi agar segera ditindaklanjutt dan diperbaiki.

Demikian Rapat Evaluasi int dibuat dan dilaksanakan dengan sesungguhnya.

TANDA TANGAN
NDTULEN MODERATOR PIMPINAN RAPAT

Teuku Yuzrizal, A.Md Samsul Maidi, S.H., M.H. Dedy,S.H,M.H.
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RAPAT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN lil

TAHUN 2023
Tanggal : 03 Oktober 2023
Tempat : Ruang sidang Utama Pengadilan Negeri Meureudu
Agenda : RAPAT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1ll
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PENJELASAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 11l TAHUN 2023

Indikator : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

S Indikator Kinerja T TargEf Input Realisasi Capaian i

! % Input i % % |

| Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu ' 100 22 22 100 100 i
| | o

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dengan

perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Pada periode April 5.d Juni tahun 2023 perkara perdata yang diselesaikan sebanyak 22

perkara. Dari 22 perkara tersebut sebanyak 22 perkara diselesaikan secara tepat waktu yaitu tidak lebih dari 5 bulan sesuai dengan SE MA Nomor 2

tahun 2014, sehingga target indikator ini dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan hasil capaian 100%.

2, Sumber daya apa sajo yang digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf

Kepaniteraan. b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.

c¢. Biaya perkara dari
para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Aparatur Pengadilan Negeri Meureudu sudah bekerja sesuai
dengan S0P,

b) Hakim melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal sidang pada Court
Calender.



¢) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one
day publish.

d) Adanya koordinasi yang baik antara Penggugat atau Pemohon serta Kuasa Hukumnya, Petugas Meja |, Petugas Meja i, Jurusita/Jurusita
Pengganti, Panitera/Panitera Pengganti, dan Majelis Hakim.

e) Ketua selalu melakukan rapat rutin bersama para Hakim terkait proses penyelesaian perkara yang sedang
berjalan.f) Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta rapat internal masing-masing
bidang untuk memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara yang sedang berjalan.



Indikator : Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dan capalannya sebagai bertkut :

o Indikator Kinerja - ] Targei:m input ‘ Realisasi o Capaiaﬁ_ '
% Input | % % i
| Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100 30 30 | 100 | 100 J

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dengan perkara pidana

2‘

yang diselesaikan pada bulan berjalan. Pada periode Juli s.d September tahun 2023 perkara pidana yang diselesaikan sebanyak 30 perkara. Dari 30 perkara

tersebut semuanya diselesaikan secara tepat waktu yaitu tidak lebih dari 5 bulan sesuai dengan SE MA Nomor 2 tahun 2014. Dengan demikian target

indikator ini dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan hasil capaian 100%.
Sumber daya apa sofa yang digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.

¢. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegogalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Aparatur Pengadilan Negeri Meureudu sudah bekerja sesual dengan
50P.

b) Hakim melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal sidang pada Court Calender.

¢) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one day
publish,

d) Ketua selalu melakukan rapat rutin bersama para Hakim dan menghimbau agar penyelesaian Perkara Pidana tidak lebih dari 3 bulan.

e} Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta rapat internal masing-masing bidang untuk memudahkan dalam

memonitoring perkara yang sedang berjalan.

mengawasi dan



Indikator : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative(diinput dalam setahun)

indikator ini mengukur realisasi Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja ]l Target “lnput Realisasi " Capaian

% Input % % |

Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative | 1 0 0 0 0 *l'
i t

_ e e ; B | _

1.

Jelaskan capaian kinerja poda tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dengan jumlah perkara yang diputus
dalam jangka waktu setahun. Pada periode Juli s.d Septembet 2023 jumlah putusan menggunakan pendekatan keadilan restorative sebanyak 0 perkara, dari
0 perkara tersebut sebanyak 0 perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative. Dengan demikian target sebesar 1% untuk indikator ini tidak

dapat tercapai karena realisasi mencapai 0% dengan hasil capaian 0%.

Sumber daya apa saja yang digunakan :
a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf
Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
¢. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para
pihak.
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :
a) Melaksanakan rapat rutin antara KPN dan Hakim serta Monitoring dan Evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih

baik. b) Adanya Koordinasi sesama Hakim dalam hal meningkatkan kualitas Putusan/Penetapan



Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini mengukur realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan capaiannya sebagai berikut :

e Indikator Kinerja Target Input | Realisasi ‘I Capaian |
‘ % | ! Input | % %

I Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding ; 93 52 35 ‘ 97 72 ‘
'5 b . N L :

. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumiah perkara yang
diputus dalam jangka waktu triwulanan. Pada periode Juli s.d September 2023 jumlah perkara yang diputus sebanyak 52 perkara, dari 52 perkara tersebut
sebanyak 17 perkara mengajukan upaya hukum banding dan 35 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian target sebesar
93% untuk indikator ini tidak dapat tercapai karena realisasi hanya mencapai 97% dengan hasil capaian 72%.

Sumber daya apa saja yang digunokan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
¢. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :
a) Para pihak tidak puas dengan putusan hakim
b) Tardakwa merasa hukuman terlalu berat sehingga melakukan upaya hukum banding.

¢) Adanya aturan khusus dalam lingkungan Kejaksaan Negeri Meureudu, dimana untuk perkara Pidana Khusus yang diputus dibawah 2/3 dari tuntukan
maka

JPU waijib melakukan upaya hukum banding sesuai dengan SOP mereka, meskipun peritmbangan hukumnya sudah dicantumkan dalam putusan hakim.



Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi {Diinput akhir tahun)

Indikator ini mengukur weeeeee daN capaiannya sebagai berikut :
Indikator Kinerja \ 'féifget *- Input T Realisasi (‘:“a"ﬁﬁar;w
5 ' % Input % %
! Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi ! 95 52 50 %6 %6 ‘
|
e i N e |

1. Jelaskan capaion kinerju pada tabel tersebut diatas :

2. Sumber daya apa saja yong digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.

c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak .

dl LLIR LT}

3. Program/keglatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Melaksanakan rapat rutin antara KPN dan Hakim serta Monitoring dan Evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.
b) Adanya Koordinasi sesama Hakim dalam hal meningkatkan kualitas Putusan/Penetapan.




Indikator : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator ini mengukur realisasi perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dan capaiannya sebagai berikut :

———— iy — e

Indikator Kinerja o Target Input I Realisasi : Capaian 1
% [ Input % ; % |
: Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 25 0 ' 0 0 0 J

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi dengan jumlah perkara pidana anak. Pada
periode Januari s.d September 2023 tidak ada perkara anak dan satu terselesaikan sehingga pada indikator ini tidak bisa terealisasi.
2. Sumber daya apa sajo yong digunakan :
e. 5DM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.

c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2022.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhaslian ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) 2 Perkara perkara anak.



Indikator : Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan

Indikator ini mengukur Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kir;é'r"j;m o Target F Input " Realisasi I
E % ‘ Input % '
Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan 98 | 596 596 97,52
i f;

99,51

Capaian |
a

1. Jelaskan capaian kinerja pado tobel tersebut diatas .

- [LOTTN T (] [LIRLLL YT (L] LT

2. Sumber daya apa saja yang digunakan ;

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses survey kepuasan masyarakat.

c. Anggaran DIPA 01 Tahun 2023.

- T—

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasllan ataupun kegagalan pencapaion pernyataan kinerja :
a) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap indeks kepuasan masyarakat.

b) Adanya tindak lanjut pada unsur kepuasan masyarakat yang mendapatkan nilai terendah.

c) Pengadilan Negeri Meureudu terus melakukan perbaikan baik dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi pelayanan dengan cara menciptakan

berbagai inovasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan.

d) LI T TE e TN P TR TRET )




Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihat tepat waktu dan capaiannya dan capaiannya sebagai berikut :

T Indikator Kinerja Target Input Realisasi CapaEn ]
| % Input % % ][
| Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihat Tepat h

100 | 22 22 100 100
|
1

|
| |
|
]

i

Waktu

Il

1. Jelaskan capaian kinerfa pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumiah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah
perkara perdata yang diputus. Periode Januari s.d September Tahun 2023 perkara perdata yang diputus sebanyak 48 perkara, dan seluruh salinan putusan
dikirim kepada para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian target untuk indikator ini dapat tercapai dengan realisasi dan capaian sebesar 100% dari
target yang ditetapkan adalah 100%.

2. Sumber daya apa saja yong digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
c. Biaya perkara dari para pihak.

3. Program/keglatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :
a) Adanya koordinasi antara Jurusita dan Panitera Pengganti terhadap perkara yang telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan
putusan tepat waktu sesuai dengan SOP kepada para pihak.
b) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera terhadap perkara-perkara yang akan di putus sehingga Panitera Pengganti dapat

berkoordinasi dengan Jurusita untuk mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan putusan kepada para pihak.



Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihat Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihat tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

o Indikator Kinerja T f Targa ; - fnput | | Realisasi _*Capaiar_l"ji
% | ! Input % %
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihat Tepat ! 100 30 30 100 | 100

Waktu

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :
Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah
perkara pidana yang diputus. Periode Juli s.d September Tahun 2023 perkara pidana yang diputus sebanyak 30 perkara, dan seluruh salinan putusan
dikirim kepada para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian target untuk indikator ini dapat tercapai dengan realisasi dan capaian sebesar 100% dari

target yang ditetapkan adalah 100%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

a. SDM : Halkim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
c. Anggaran DIPA 03 Tahun 2022.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :
a) Petikan dan salinan putusan perkara yang telah putus segera dikirim sesuai dengan SOP.

b) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera kepada Panitera Pengganti.



Indikator ; Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan capaiannya sebagai berikut :

T Indikator Kinerja o | Target [ Input 17777 Realisasi "”P"__égﬁ_ahi;r"q
% L Input ‘ % % i
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 15 | 4 1 25 ! 166 'l

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Sejak

Januari s.d September Tahun 2023 perkara yang dilakukan Mediasi sebanyak 4 perkara, namun hanya ada 1 perkara yang berhasil diselesaikan

melalui mediasi. Dengan demikian target untuk indikator ini tidak dapat tercapai seluruhnya.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

a. SDM : Hakim Mediator.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses mediasi.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Para pihak yang melakukan mediasi dengan bantuan Hakim Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai karena tawaran yang

disampaikan oleh salah satu pihak tidak diterima oleh pihak lainnya, sehingga para pihak memilih untuk melanjutkan persidangan.



Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator ini mengukur persentase jumlah perkara prbdeo yang diselesaiakan sebagai berikut :

Indikatdﬁ(inerja Target l Input Realisasi Capaian
% Input ! % %
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan N/A 0 0 N/A N/A

[— . J— [P [, W |

1

2'

Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas ¢

Indikator ini diukur dengan membandingkan prodeo yang diselesaikan. Terhitung sejak Januari s.d September tahun 2023 tidak ada perakara prodeo yang
diselesaikan mengingat tidak adanya anggaran prodeo pada DIPA 03. Dengan demikian target untuk indikator ini dapat direalisasikan dengan realisasi sebesar
0% dan capalan 0%.

Sumber daya apa saja yang digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung Administrasi dan Persidangan.

¢. Anggarapan DIPA 03 tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinetja :

a) Adanya pengawasan bidang serta moniktoring dan evaluasi secara berkala untuk memudahkan dalam memantau proses pengiriman berkas perkara yang
mengajukan upaya hukum.

b) Adanya kerja sama antara Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Kepaniteraan Pidana maupun Perdata untuk segera menyelesaikan berkas perkara

vang mengajukan upaya hukum agar tidak melebihi batas waktu.



Indikator : Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini mengukur Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan dan capaiannya sebagai berikut :

'''''' N Indikator Kinerja Target | Input T Realisasi | Capaian
_ % input % % ;
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan i N/A '

0 l, 0 N/A | N/A

1. Jelaskan capalan kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan. Sejak Januari s.d September tahun
2023 perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Meureudu tidak ada perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Pengadilan Negeri Meureudu
tidak pernah menargetkan persentase indikator ini juga pada tidak ada pada DIPA 03 Pengadilan Negeri Meureudu. Namun demikian pencantuman Indikator
ini akan selalu ada sehubungan dengan komitmen Pelayanan sebalk-baiknya kepada masyarakat pencari keadilan demi layanan hukum yang hermartabat yang
memandang bahwa manusia sebagai mahkluk yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia {No Barrier in Law).

2. Sumber doya apa saja yang digunakan ;
a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/lurusita Pengganti, dan 5taf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses Administrasi dan Persidangan.
¢. Anggaran DIPA 01 tahun 2023

3, Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one day publish sehingga masyarakat bisa segera mengakses

informasi putusan perkara yang dibutuhkan.
b) Melakukan sinkronisasi SIPP minimal 2x dalam sehari, baik sinkronisasi pada Server MA maupun server website pn-

Meureudu.go.id









MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249, Pidie Jaya - Acch 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meurendu@gmail.com

Melaksanakan persidangan
sesuai asas persidangan
cepat, biaya ringan dan
sederhana

Menunda persidangan
tidak lebih dari 2 (dua)
minggu

Memutus perkara perdata
tidak melebihi 3 (tiga) bulan

Mengevaluasi
penyelesaian perkara
pidana

Percepatan penanganan perkara

Penyesuaian Proses
persidangan dalam setiap
perkara,

Jumlah SDM yang menangani,
Kurang-nya fasilitas (ruang
sidang)} yang memadai,

Tidak sejalannya hukum acara
perdata dengan sistem
percepatan penanganan
perkara.

Optimalisasi Sarana,
Prasarana, dan Meningkatkan
Manajemen Peradilan Umum
















MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meursudn
Telp/ Fax. (0653)-3485249, Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

Mendata dan merekap
hasil Survey Kepuasan
Masyarakat

Telah dilakukan rekapitulasi
data inputan responden
melalui aplikasi SiSuper

Badilum

Menyusun Laporan Hasil
Survey Kepuasan
Masyarakat

Telah disusun laporan hasil
survey setiap 3 bulan sekali

Sering terjadinya down pada website
aplikasi SiSuper Badilum sehingga
terhambainya pengambilan rekap data
dan kurangnya SDM yang dapat
mengolah data hasil survey

Telah dilakukan pengolahan
data secara maskimal melalui
aplikasi SiSuper Badilum
setiap 3 Bulan sekali

Melakukan evaluasi
berdasarkan hasil Survey
Kepuasan Masyarakat

Telah dilakukan evaluasi atas
hasil survey setiap 3 bulan
sekali pada peringkat 3
terendah dan 3 tertinggi pada
quetioners survey

Dalam evaluasi masih ditemukan
Quetioners yang sama pada peringkat
3 terendah yang perlu ditindaklanjuti
meskipun pada jangkauan nilai
baik/sangat baik.

Telah dilakukan evaluasi dan
dilakukan penginputan pada
aplikasi Sisuper Badilum.






















LAPORAN HASIL TINDAKLANJUT ATAS REKOMENDASI EVALUASI KINERJA INTERNAL TRIWULAN Il TA 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Perjanjian Kinerja \.‘;.::,;':: Hasil Pengukuran Kinerja TW 3 Dan Pelaksanaan Tindakianjut Rekomendasi MONEV TW 3
N o MONEV TW 3 Tahun 2023 Tindaklanjut Rekomendasi MONEV TW 3
© Ind £ Hasil Tindaklanjut
Sasaran gt 3 Sat Pe- . - -
Kinerja g Laert- Hasil Ket Hambatan Re}:’c;r;en- Aii?%?;}ﬁt Jadwal | laksanaan Pe- cTaa‘:;I:tn Esfzfl"i:‘:'i
Tinjut laksanaan Sasaran Daya
1. | Terwujudn | 1. Persentas - Penyesua
ya Proses e perkara ian
Peradilan perdata Proses _—
yang yang persidang Ditinjau
Pasti, diselesaika an dalam berdasar-
Transpara n tepat setiap kan
ndan waktu perkara, perolehan
Akuntabel - Jumlah jum[ah
fgg persentadse Permb
hasil pada embagian
s menanga Evalsasi Usulan Oktober Perkagra
udah nl, | peningkatan sid secara Persidang- Pem-
22 | Perkara | 100% | 100% st.esuan ) T|c_iak TW N ldan | - persentase Desemb merata an Tepat 100% baS'a.“
arget sejalan- I ini dapat target _ er pada setiap waktu Majeghs
nya direkomend menjadi 2023 majelis Hakim
hukum asikan 100% hakim
acara untuk
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"-‘Q\{ Romplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok. Meurrudu
R Telp/ Fax. (0653]-3485249. Pidic Jayn - Aceh 24186
o po-oeureudu.go.id/ e mail @ pn.meureuduy gmail.com
Nomor o Ihe IKPN.W1-U21/UND/IVI2024 Meureudu, 9 Januari 2024
Perihal - Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Triwulan [V
Sifat : Biasa
Kepada Yth :
1. Para Hakim;
2. Pit. Panitera;
3. Sekretaris;
4. Para Panitera Muda;
5. Panitera Pengganti;
6. Para Kasubbag;
7. Para Staf;
8. Para PPNPN;
di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan agenda Kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi
Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2023, maka bersama ini kami mengundang
Saudara/l untuk dapat hadir mengikuti kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan
pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Januari 2024,
Jam : 10.00 Wib sampai dengan selesai.
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Meureudu

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut kami mengharapkan kehadiran
Bapak tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerja samanya kami sampaikan
terimakasih.

v{ Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, >

//

SAMSUL MAID|, S.H., M.H:/
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RAPAT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN iV
TAHUN 2023
PADA PEHGADILAN NEGERt MEUREUDU

Hari / Tanggal Rapat : Rabu, 10 Januari 2024 KETERANGAN LAMPIRAN
Lekasi Rapat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri " Daftar Hadir
Meureudu
Mulaj Rapat - 10.00 Wib s/d Selesai. . Internal Memo
POKOK BAHASAN : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Beri Tanda Berikut
RAPAT Triwulan IV pada Pengadilan Negeri
Meureudu
PIMPINAN RAPAT 1. Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
MODERATOR 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meureudu
NOTULEN 3. Kasubbag PTIP Pengadilan Negeri Meureudu

BAHASAH MATERI RAPAT

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat, Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu dengan bacaan
basmalah dan ucapan syukur kepada Allah, SWT, kemudian rapat dilaksanakan
dengan uraian sebagai berikut :

1. Mengetahui sejauh mana capaian kinefja Kesekretariatan  maupun
Kepaniteraan serta masalah-masalah yang menjadi hambatan dalam capaian
di Pengadilan Negeri Meureudu selama triwulan IV Periode 1 Oktober sampai
dengan 31 Desember 2023;

2. Dalam perencanaan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja yang di
dalamnya ada beberapa sasaran strategis sesuain dengan Indikator Kinerja
Utama. [tu merupakan acuan dan dasar kita dalam kegiatan penyelenggaraan
sesuai Tupoksi masing-masing Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri

Meureudu, dan itu harus kita laksanakan sehingga kinerja kita bisa maksimal:











































































PENJELASAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023

indikator : Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

{u Indikator Kinerjam‘_' o - Target B Input i o Realisasi B _. __Caﬁai—aﬁ_i
. % Input % | %
i Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100 | 15 15 100 ‘ 100 1
1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :
Indikator ini diukur dengan cara membandingkan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dengan
perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Pada periode oktober s.d Desember tahun 2023 perkara perdata yang diselesaikan
sebanyak 15 perkara. Dari 15 perkara tersebut diselesalkan secara tepat waktu yaitu tidak lebih dari 5 bulan sesuai dengan SE MA Nomor 2 tahun
2014. Namun demikian target indikator ini dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan hasil capaian 100%.
2. Sumber daya apa saja yang digunakan :
a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf
Kepaniteraan. b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
c. Biaya perkara dari
para pihak.
3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Aparatur Pengadilan Negeri Meureudu sudah bekerja sesuai
dengan SOP.

b) Hakim melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal sidang pada Court
Calender.



c) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one
day publish.

d} Adanya koordinasi yang baik antara Penggugat atau Pemohon serta Kuasa Hukumnya, Petugas Meja |, Petugas Meja I, Jurusita/Jurusita
Pengganti, Panitera/Panitera Pengganti, dan Majelis Hakim.

e) Ketua selalu melakukan rapat rutin bersama para Hakim terkait proses penyelesaian perkara yang sedang
berjalan.

f) Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta rapat internal masing-masing bidang
untuk memudahkan dalam mengawasi dan memonitering perkara yang sedang berjalan.



Indikator ; Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Input "Realisasi Capaian
% : Input % : % J
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu ! 100 39 39 ' 100 100 \

1.

3’

Jelaskan capaian kinerfa padao tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan dengan perkara pidana

yang diselesaikan pada bulan berjalan, Pada periode Oktober s.d Desember tahun 2023 perkara pidana yang diselesaikan sebanyak 39 perkara. Dari 39

perkara tersebut semuanya diselesaikan secara tepat waktu yaitu tidak lebih dari 5 bulan sesuai dengan SE MA Nomor 2 tahun 2014. Dengan demikian

target indikator ini dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% dengan hasil capaian 100%.
Sumber daya apa saju yong digunakan ;

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.

b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.

¢. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagolan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Aparatur Pengadilan Negeri Meureudu sudah bekerja sesuat dengan
S0P,

b} Hakim melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal sidang pada Court Calender.

¢} Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one day
publish.

d) Ketua selalu melakukan rapat rutin bersama para Hakim dan menghimbau agar penyelesaian Perkara Pidana tidak lebih dari 3 bulan.

e} Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta rapat internal masing-masing bidang untuk memudahkan dalam

memonitoring perkara yang sedang berjalan

mengawasi dan



indikator : Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative{diinput dalam setahun)

Indikator ini mengukur realisasi Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dan capaiannya sebagai berikut :

T Indikator Kinerja T Target input | Realisasi | Capaian |
L % j Input % % ‘
- Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative 1 l| 0 0 0 0 ‘

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dengan jumlah perkara yang diputus
dalam jangka waktu setahun. Pada periode Oktober 5.d Desember 2023 jumlah putusan menggunakan pendekatan keadilan restorative sebanyak 1 perkara,

dari 1 perkara tersebut sebanyak 1 perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restorative. Dengan demikian target sebesar 1% untuk indikator ini

tidak dapat tercapai karena realisasi mencapai 0% dengan hasil capaian 0%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :
a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf
Kepaniteraan. b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
¢. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para
pihak.
3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atoupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :
a) Melaksanakan rapat rutin antara KPN dan Hakim serta Monitoring dan Evaluasi yang dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih

baik. b) Adanya Koordinasi sesama Hakim dalam hal meningkatkan kualitas Putusan/Penetapan



Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini mengukur realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja . Target Input Realisasi “Capaian |
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 98 54 39 81 81 '
1. Jelaskan capaion kinerja pado tabel tersebut diatas :
Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diputus dan tidak mengaJukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang
diputus dalam jangka waktu triwulanan. Pada periode Oktober s.d Desember 2023 jumlah perkara yang diputus sebanyak 54 perkara, dari 54 perkara
tersebut sebanyak 15 perkara mengajukan upaya hukum banding dan 39 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian target
sebesar 90% untuk indikator ini tidak dapat tercapai karena realisasi hanya mencapai 81% dengan hasil capaian 81%.
2. Sumber duya apa safa yang digunakan :
a. SDM ; Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/lJurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.
¢. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.
3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegogalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Para pihak tidak puas dengan putusan hakim
b) Tardakwa merasa hukuman terlalu berat sehingga melakukan upaya hukum banding.

c) Adanya aturan khusus dalam lingkungan Kejaksaan Negeri Meureudu, dimana untuk perkara Pidana Khusus yang diputus dibawah 2/3 dari tuntukan
maka

JPU wajib melakukan upaya hukum banding sesuai dengan SOP mereka, meskipun peritmbangan hukumnya sudah dicantumkan dalam putusan hakim.



Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini mengukur realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan capaiannya sebagat berikut :

! " Indikator Kinerja ) Target Input Realisasi _ Capaian |
1 % Input % ‘
‘ Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 100 54 : as ) 96 99 i
| e - — R

1. Jelaskan capaian kinerja pado tabel tersebut diatas :

3’

Indikator Ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang
diputus dalam tahun berjalan. Terhitung sejak Januari s.d Desember tahun 2023 jumlah perkara yang diputus sebanyak 126 perkara, dari 126 perkara

tersebut sebanyak 7 perkara mengajukan upaya hukum kasasl dan 119 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Dengan demikian target sebesar 92%

untuk indikator ini tidak dapat tercapai karena realisasi hanya mencapai 96% dengan hasil capaian 99%.

Sumber daya apa sufa yang digunagkan :
a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.

b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.

¢. Anggaran DIPA 03 Tahun 2022 dan biaya perkara dari para pihak .

Program/kegiatan yong menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :
a) Meningkatnya jumiah perkara yang mengajukan upaya hukum banding
b} Para pihak tidak puas dengan putusan hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

¢} Tardakwa merasa hukuman terlalu berat sehingga melakukan upaya hukum banding.



Indikator : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator ini mengukur realisasi perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dan capaiannya sebagai berikut :

R ]

r _____ ) Indikator K'i;ierja'w o Targ“t;tm | Input ' " Realisasi _ { Capaian |
i % ; Input % % i
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 25 0 : 0 0 0 i

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :
Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi dengan jumlah perkara pidana anak. Pada

periode Januari s.d Desember 2023 tidak ada perkara anak dan bisa diselesaikan melalui diversi. Sehingga target untuk indikator ini tidak dapat tercapai.
2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.

b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan.

¢. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Tidak memenuhi syarat untuk ditakukan diversi.



Indikator : Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Indikator ini mengukur realisasi Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

" Indikator Kinerja T B Target Input Realisasi T Capaian
% Input % %
Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan 99 296 296 98,4 99,39 [

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Meureudu dengan cara
membandingkan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan. Pada periode
Oktober s.d Desember Tahun 2023 jumlah responden pencari keadilan sebanyak 296 orang, 296 orang puas terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan

Negeri Meureudu dengan realisasi sebesar 99%. Dengan demikian target 99% dapat tercapai dengan hasil capaian 99,39%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :
a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses survey kepuasan masyarakat.

¢. Anggaran DIPA 01 Tahun 2023.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :
a) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap indeks kepuasan masyarakat.
b) Adanya tindak lanjut pada unsur kepuasan masyarakat yang mendapatkan nilal terendah.

¢} Pengadilan Negeri Meureudu terus melakukan perbaikan baik dari segi sarana dan prasarana matpun dari segi pelayanan dengan cara menciptakan

berbagal inovasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan.



Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihat Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihat tepat waktu dan capaiannya dan capaiannya sebagai berikut :

Waktu i

o "Indikator Kinerja Target ll Ttnput | Realisasi Capaiari__}'
[ % | Input 1 % %
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Kepada Para Pihat Tepat | 100 15 15 100 100 i

s

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah
perkara perdata yang diputus. Periode Oktober s.d Desember Tahun 2023 perkara perdata yang diputus sebanyak 15 perkara, dan seluruh salinan putusan

dikirim kepada para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian target untuk indikator ini dapat tercapai dengan realisasi dan capaian sebesar 100% dari

target yang ditetapkan adalah 100%.

Sumber daya opa saja yang digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan,
c. Biaya perkara dari para pihak.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atoupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Adanya koordinasi antara Jurusita dan Panitera Pengganti terhadap perkara yang telah putus sehingga Jurusita dapat menjalankan pemberitahuan

putusan tepat waktu sesuai dengan SOP kepada para pihak.

b) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera terhadap perkara-perkara yang akan di putus sehingga Panitera Pengganti dapat

berkoordinasi dengan Jurusita untuk mempersiapkan salinan putusan dan pemberitahuan putusan kepada para pihak.



Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihat Tepat Waktu

Indikator ini mengukur realisasi salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihat tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

" Indikator Kinerja Mf“w"f'hérget ' Input Realisasi ' Capaian
f % input % %
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Kepada Para Pihat Tepat 100 39 39 100 100

Waktu

1. Jelaskan capalan kinerja pada tabel tersebut diatas .
Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah
perkara pidana yang diputus. Periode Oktober s.d Desember Tahun 2023 perkara pidana yang diputus sebanyak 39 perkara, dan seluruh salinan putusan

dikirim kepada para pihak secara tepat waktu. Dengan demikian target untuk indikator ini dapat tercapai dengan realisasi dan capaian sebesar 100% dari

target yang ditetapkan adalah 100%,

2. Sumber daya apa saja yang digunakaon :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses administrasi dan persidangan,
¢. Anggaran DIPA 03 Tahun 2023.

3. Program/keglatan yang menunjang keberhasiian atoupun kegagalon pencapaian pernyataan kinerja :
a) Petikan dan salinan putusan perkara yang telah putus segera dikirim sesuai dengan SOP,

b) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitera kepada Panitera Pengganti dan Jurusita.



Indikator : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan capaiannya sebagai berikut :

{ o Indikator Ifinerja o B Target _ Input Realisasi C;paian
, % Input % % |
| Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 15 0 0 0 | o |

1. Jelaskan capaian kinerja poda tabel tersebut diatas :
Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang ditakukan mediasi. Sejak

Oktober s.d Desember Tahun 2023 perkara yang dilakukan Mediasi sebanyak 0 perkara, namun tidak ada yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
Dengan demikian target untuk indikator ini tidak dapat tercapai.

2. Sumber daya opa saja yang digunakan :

a. SDM : Hakim Mediator.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses mediasi.

3. Program/keglatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :
a) Para pihak yang melakukan mediasi dengan bantuan Hakim Mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai karena tawaran yang

disampaikan oleh salah satu pihak tidak diterima oleh pihak lainnya, sehingga para pihak memilih untuk melanjutkan persidangan.



Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator ini mengukur persentase jumlah perkara prodeo yang diselesaiakan sebagai berikut :

- o Indikato?ki“ﬁ"érja _Target ] Input" | ]. Realisasi Capaian
; _ | % i Input % % B
. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan N/A 0 | 0 N/A N/A

!

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diatas :

Indikator inf diukur dengan membandingkan prodeo yang diselesaikan. Terhitung sejak Oktober s.d Desember tahun 2023 tidak ada perakara prodeo yang
diselesaikan mengingat tidak adanya anggaran prodeo pada DIPA 03. Dengan demikian target untuk indikator ini tidak dapat direalisasikan dengan realisasi
sebesar 0% dan capaian 0%.

2. Sumber daya apa saja yang digunakan :

a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan.
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung Administrasi dan Persidangan.

c. Anggarapan DIPA 03 tahun 2023 dan biaya perkara dari para pihak.

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Adanya pengawasan bidang serta moniktering dan evaluasi secara berkala untuk memudahkan dalam memantau proses pengiriman herkas perkara yang

mengajukan upaya hukum.

b) Adanya kerja sama antara Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Kepaniteraan Pidana maupun Perdata untuk segera menyelesaikan berkas perkara

yang mengajukan upaya hukum agar tidak melebihi batas waktu.



Indikator : Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini mengukur Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan dan capaiannya sebagai berikut :

Indikator Kinerja Targef B } Input" j Realisasi ~ Capaian
% Input % %
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan N/A 0 0 N/A N/A

1. Jelaskan capaian kinerja pada tabel tersebut diotas :

Indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan. Sejak Oktober s.d Desember tahun
2023 perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Meureudu tidak ada perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Pengadilan Negeri Meureudu
tidak pernah menargetkan persentase indikator ini juga pada tidak ada pada DIPA 03 Pengadilan Negert Meureudu. Namun demikian pencantuman indikator
ini akan selalu ada sehubungan dengan komitmen Pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat pencari keadilan demi layanan hukurn yang bermartabat yang
memandang bahwa manusia sehagai mahkluk yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia {No Barrier in Law}.

2. Sumber daya apua saja yang digunakan :
a. SDM : Hakim, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Staf Kepaniteraan,
b. Sarana dan Prasarana yang mendukung proses Administrasi dan Persidangan.
c. Anggaran DIPA 01 tahun 2023

3. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

a) Pengadilan Negeri Meureudu sudah melaksanakan program one day minute dan one day publish sehingga masyarakat bisa segera mengakses

informasi putusan perkara yang dibutuhkan.
b) Melakukan sinkronisasi SIPP minimal 2x dalam sehari, baik sinkronisasi pada Server MA maupun server website pn-

Meureudu.go.id
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Melaksanakan persidangan
sesuai asas persidangan
cepat, biaya ringan dan
sederhana

Menunda persidangan
tidak lebih dari 2 {dua)

minggu

Memutus perkara perdata
tidak melebihi 3 (tiga) bulan

Mengevaluasi
penyelesaian perkara

pidana

Percepatan penanganan perkara

Penyesuaian Proses
persidangan dalam setiap
perkara,

Jumlah SDM yang menangani,
Kurang-nya fasilitas (ruang
sidang) yang memadai,

Tidak sejalannya hukum acara
perdata dengan sistem
percepatan penanganan
perkara.

Optimalisasi Sarana,

Prasarana, dan Meningkatkan

Manajemen Peradilan Umum
















MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lanceok, Meurendu
Telp/ Fax. {0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meurcudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

Mendata dan merekap
hasil Survey Kepuasan
Masyarakat

Telah dilakukan rekapitulasi
data inputan responden
melalui aplikasi SiSuper

Badilum

Menyusun Laporan Hasil
Survey Kepuasan
Masyarakat

Telah disusun laporan hasil
survey setiap 3 bulan sekali

Sering terjadinya down pada website
aplikasi SiSuper Badilum sehingga
terhambatnya pengambilan rekap data
dan kurangnya SDM yang dapat
mengolah data hasil survey

Telah dilakukan pengolahan
data secara maskimal melalui
aplikasi SiSuper Badilum
setiap 3 Bulan sekali

Melakukan evaluasi
berdasarkan hasil Survey
Kepuasan Masyarakat

Telah dilakukan evaluasi atas
hasil survey setiap 3 bulan
sekali pada peringkat 3
terendah dan 3 tertinggi pada
quetioners survey

Dalam evaluasi masih ditemukan
Quetioners yang sama pada peringkat
3 terendah yang periu ditindaklanjuti
meskipun pada jangkauan nilai
baik/sangat baik.

Telah dilakukan evaluasi dan
dilakukan penginputan pada
aplikasi Sisuper Badilum.






















LAPORAN HASIL TINDAKLANJUT ATAS REKOMENDAS! EVALUASI KINERJA INTERNAL TRIWULAN IV TA 2023
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Perjanjian Kinefja Yrglr;r:: Hasil Pengukuran Kinerja TW 4 Dan Pelaksanaan Tindaklanjut Rekomendasi MONEV TW 4
o MONEV TW 4 Tahun 2023 Tindaklanjut Rekomendasi MONEV TW 4
No I3 T T
Inc Hasil Tindaklanjut
Sasaran g 3 Sat Pe- ——
Kinerja ) Tar- Hasil Ket Hambatan Rekomen- Rencana Jadwal laksanaan Pe- Capaian | Efesiensi
get dasi Aksl Tinjut Tinjut laksanaan Target Sumber
Sasaran Daya
1. | Terwujudn | 1. Persentas - Penyesua
ya Proses & perkara ian
Peradilan perdata Proses Ditinjau
yang yang persidang | perdasar-
Pasti, diselesaika an dalam kan
Transpara n tepat setiap
n dan waktu perkara, pe;rolehan
Akuntabel - Jumlah jumlah
SDM persentase
yang hasil pada X
menanga Evaluasi Usulan Pgrg::kz;gr:\n
Sudah ni, TW I, 1, | peningkatan | Januari secara Persidang- Pem-
10 | Perkara | 100% | 100% j;fg“;' - :;.’;';n_ dan IV ini pe::f;g.se Ms;fet merata | anTepat | 100% &1?;‘;‘:;
nya _ dapat menjadi 2024 | Padaseliap | wakly Hakim
hukum direkomend 100% b L
acara asikan aKim
perdata untuk
dengan dipertahank
:l:.:em an target
cepatan dan kinerja
penangan | ¥ang sudah
an dicapai
perkara.
. Persentas Sesuai
e gerkara dengan
plaana Program Pembagian
yang Percepatan Usulan . Perkara
diselesaika Sudal'! Pena:gan penmgk‘atan Ja;téan secara Persidang- bPer:n—
n tepat o sesuai o - | persentase o agian
wakly 23 | Perkara | 100% | 100% target Nihil an Perkara, targat Maret par;:;aettailap ar‘:’::t%at 100% Majelis
dan hasil menjadi 2024 majelis Hakim
Evaluasi 100% hakim
pada TWI,
li dan Il




maka dapat

direkarnend
asikan
dengan
metingkatk
an
persentase
target
menjadi
100%
3. Jumlah Setelah
putusan ditinjau
yang dengan
mengguna perolehan
kan jurmiah
pendekata Dikarena- persentase Pen%t:‘p aya
n keadll_an Me'a!“pa kan t:dak‘ pada . Usulan . | Penangan- Pemilihan
restoratif ui memenuhi Evaluasi . Januari :
peningkatan an perkara - hakim
0 | Perkara| 1% 0% persen- syarat TWL Il dan persentase s/d dengan Mediasi/ 0% sesuai
tase dalam Il ini dapat target Maret pen- Diversi dengan
target penerapan | direkomend menjadi 0% 2024 dekatan sertifikasi
keadilan asikan keadilan
rastoratif untuk restirasif
peningkat-
an
persentase
target
menjadi 0%
. Persentas . Ber- Pembagian
e perkara Me'a!“pa E'dak pedoman Perkara P
yang tidak | a anga pada SOP | Meningkat- Tah secara Persidang- b em-
mengajuka | 33 | Perkara | 98% | 51% p?;een- per:mo 02' Permohon- | kan kualitas 2a021:1n merata an Tepat 52% Mag.;?ig
n upaya target ahuuk?;arx an Upaya putusan pada setiap waktu H:Jkim
nukum bandin Hukum majelis
banding 9 Banding hakim
. Persentas ) Ber- Pembagian
e perkara Me[aa:np a 'I;dak pedoman Perkara P
yang tidak rl::en ar n'?:g a pada SOP | Meningkat- Tahun secara Persidang- b em-
mengajuka | 33 | Perkara | 100% | 66% p? ase g p:n u ;2' Permohon- | kan kualitas 2%2 4 merata an Tepat 66% Mig‘::ig
n upaya target hUkF:Jﬂ); an Upaya putusan pada setiap waktu H ajkirn
hukum Kasasi Hukum maijelis
kasasi Kasasi hakirm
. Persentas Melampa | Dikarena- | berdasarka Usulan Pe- Upaya Pemilihan
e perkara 0 ui kan tidak n hasil penurenan Januari nanganan Mediasi/ hakim
pidana o o persen- mencapai evaluasi persentase sid Pidana Diversi A
anak yang Perkara | 25% | 100% tase kesempakat | terhadap target Maret Khusus dilanjutkan 0% ds asual
diselesaika target an dalam persentase menjadi 2024 Anak dengan seft?f?kaar;i
diversi anak | capaian TW 10% Sesuai Persidang-




n dengan I, iLdan Il dengan UU | an {proses
diversi pada SPPA yustisial)
indikator ini
dapat
dilakukan
panurunan
persentase
target
hingga 15%

. Index Penunjuk
persepsi o Me- kan
pencari Me'i'i“p a Perlunya F:gg:jaor:‘r:fg;n Januari nempatkan Petugas
keadilan Quetion persen- Kurangnya | penjaringan melalui s/d petugas Pemetaan survey
yang puas | 296 ers 59% | 100% tase Penjaringan | responden pemetaan Maret khusus respanden 101% yang
terhadap target responden secars vang 2024 dalam pen- memiliki
layanan kognitif strategis jaringan kompeten
peradilan survey si public

speaking |
Peningkat .-
an ’ zzr;?nn;ﬁs Tetap Ma"’.’hs Internalis
Efektivitas putusan Untuk saat ir;nenge:yar- hakim asi serta
; ini an Salinan meng- L
:: r;:?ee-lola EEIEZE hieer;sc:g? | peml?erian putusan Peng:: WE | Jdanuari himbau Persidang seolfsltaélrsnaaﬁl
nyelesaia yang 15 | Perkara | 100% | 100% tase Salinan secara persidangan s/d pengguna- | ., cecara 100% terkait
n Perkara di ik target putusan elektronik secara Maret an sistem elektronik dengan
Isampal 9 berjalan dan ber- tias! 2024 peradilan laksana
an ke para dengan pedoman e-litigast elektronik petaks
pihak tertib pada aturan kepada Ii‘n &
t\?a'::ttu yang ada para pihak fgas
Persgntas Tetap Majelis Int I
:ustigr;?\n Untuk saat | mengeluar- hakim : s?rsr;?tg
. ini kan Salinan menghimba i
Eﬁir::;a Néeer;sc:rﬁ? | pemberian putusan Pengl.:‘paya Januari u Persidang S:I:s]?:rsnaasll
yang 26 | Perkara | 100% | 100% fase r?uat]:;:?'n efa?cct:?orr?ik persidangan Ms;?et pinsgi;g;r:a a:'l itecar_ﬁ 100% ;erkait
disampaik target berjatan dan ber- s?_?ara &- 2024 peraditan | S'&on le T(gan
an ke para dengan pedoman ftigasi elektronik pefaksana
pihak tertib pada aturan kepada I%" e
:ngttu yang ada para pihak fgasi
Persentas ‘ Tidak . Mengusul
e perkara Tidak tercapai- Oktober kan
yang Memenu nya Pengusulan | Pangusulan Januan Pangupaya o semua
diselesaik 0 | Perkara | 15% 0% hi sebuah Diklat Diklat s/d an Mediasi/ 0% hakim
an melalui persen- kesepakat Hakim Hakim Maret pelaksanaa Diversi untuk
mediasi tase an atau Mediator Mediator 2024 n mediasi mengikuti
target perdamai diklat
an antar rnediator




pihak ber-

perkara.
Kurangny
a hakim
mediator
Me- 1. Persentas
ningkatny e perkara
a Akses prodeo
Peraditan yang
bagi diselesaik Perkara | N/A | NA | N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Masyarak an
at Miskin
dan Ter-
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e Perkara
yang
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LAPORAN KINERJA
TRIWULAN TAHUN 2023

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
“Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK} yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji.
Selain itu, perlu ada penjabaran febih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan
sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik {triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai

sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.
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PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023

No Sasaran Indikator Realisasi Triwulan
Strategis Kinerja
Triwulan | Triwulan Triwulan 1l Triwulan [V
Target | Input| Realisasi | Capaian | Target | Input | Realisasi | Capaian | Target | Input | Realisasi | Capaian | Target | Input | Realisasi | Capalan
(%) (%) (%) (%) (36) (%) (%) (36)
1. | Terwujudnya Persentase 100 15 15 100 100 17 17 100 100 22 22( 100,00 100 15 15| 100,80
peradilanyang | Perkara 100% 100,00% 100,00% 100,00%
pasti, transparan | Perdata yang
dan Akuntabel diselesatkan
Tepat Waktu
2. Persentase 100 8 8 100 100 8 8 100 100 30 ac| 100,00 100 39 3s| 100,00
Perkara Pidana 100% 100% 100,00% 100,00%
yang
diselesaikan
Tepat Waktu




Jumiah
Putusan yang
menggunakan
pendekatan
keadilan
restorative

0%

00

o

0%

Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
banding

91

23

22
100%

105

92

25

20
92%

97

93

52

35
67%

72

98

54

39
72%

74

Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
kasasi

92

23

19
82,60%

20

95

25

24
96%

100

100

52

50
96,15%

96

100

81,48%

81

Persentase
perkara pidana
anak yang
diselesaikan
dengan diversi

25

=

25

0%

25

0%

25

0%




Index persepsi
pencari
keadilan yang
puas terhadap
layanan
peradlian

93

91,82

91,82
91,82%

96,65

97

800

800
96,59%

99,57

98

595

595
97,52%

99,51

99

296

296
96,4%

99;39

Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesalan
Perkara

Persentase
Perkara yang
Diselesaikan
Melalui
Mediasi

15

50%

333,33

15

50,00%

15

25%

166,66

15

0,00%

Persentase
Salinan
Putusan
Perkara Pidana
yang
disampaikan ke
para pihak
tepat waktu

100

100%

100

08

100%

102

99

30

30
100%

101

100

39

39
100%6

100

10.

Persentase
Sallnan
Putusan
Perkara
Perdata yang
disampaikan ke
para Pihak
tepat waktu

105

15

15
100%

100

98

17

17
100%

102

99

22

22
100%

101

10c

15

15
100%

100




11

Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan

Persentase
Perkara yang
Diselesaikan di
Luar Gedung
Pengadilan

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

12.

Persentase
Pencari
Keadilan
Golongan
Tertentu yang
Mendapat
Layanan
Bantuan
Hukum
{Pasbakum}

100

100%

100,00

100

14

14
100,00%

100,00

100

11

11
100%

100

100

100%

100

13,

Persentase
Perkara Prodeo

yang
Diselesaikan

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

14.

Meningkatnya
Kepatuhan
terhadap Putusan
Pengadilan

Persentase
Putusan
Perkara
Perdata yang
Ditindak fanjuti
{Dleksekusi}

0,00%

0,00

60

0,00%

80

0,00%

0,00%

0,00




 KEGIATAN DAN ANGGARAN

_Anggaran

M

(3| Peningkatan Manajemen Peradiian Umum

1 ; Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
; Penga&aah Sarana dan Prasarana di Liﬁg@ﬁhdbn Mdh_kEkr-r_bh'AQ&ng-

" Rp. 3.740.933.000

 Rp.93.000.000

~ Rp. 27.109.762.000
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RENCANA AKSI MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INTERNAL TRIWULAN T.A 2023

PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

No| daboten | TugEsdn | lndkatorkinera | PiCiaN | 2 e o2 L w4 Penanggung
Fungsi Utama 2023 2023 Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi Jawab
Merencanakan pelr:l?ar?: r;;ttarscl‘::ala
dan na diselesalk 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100
laksanakan yang ciserasalxan
n:ﬁgas pokok tepat waktu
dPa . ﬂéqgg pap’ﬁgsr:npt?dﬁ‘a 109% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100
U eradl apt yang diselesaikan
mn;ﬁmafveas? topat waktu
dgan Jumlah putusan
; yang
mengdeav:luam menggunakan 19 ’ 0% 1 0% 1 0% 1 0
pendekatan
F?;f;ig::;aar:‘ keadilan restoratif | PK Ketua
1] p Ketua tugas sesuai Persentase PN KEN
engadilan dengan perkara yang tidak | dengan
Kebiiakan mengajukan KPT 90% 91 109% 92 108% 83 107% 98 52
te!j(nis upaya hykum
Pengaditan —-—#&9——-
tinggi Banda ersentase
Aceh, Dirjen perkara yang tidak
Badilum mengajukan 92% g2 108% 96 104% 100 100% 100 66
Mahkamah upaya hukum
Agung Rl serta kasasi
Peraturan Persentase
Perundang- perkara pidana
undangan anak yang 25% 25 0% 25 0% 25 0% 25 0
yang berfaku diselesaikan
dengan diversi
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Index persepsi
pencari keadilan o
yang puas 90% 95 105% 97 103% 98 102% 99 101%
terhadap layanan
peradilan
Persentase
salinan putusan
,,22;"3.‘ 2 ‘r’:;‘a’f';:n 100% 100 100% 98 102% 99 101% 100 | 100%
ke para pihak
tepat wakiu
Persentase
salinan putusan
y;’:gfk;;:ﬁ:s:&zn 0% | 100 | 100% 98 102% 99 101% 100 | 100%
ke para pihak
tepat wakiu
Persentase
perkara yang 15% 15 66% 15 0% 15 0% 15 0%
melalui mediasi
Persentase
pencari keadilan
9:;?1';9;’;;%2%:1” 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 | 100%
Layanan Pos
Bantuan Hukum
Persentase
nutusan perkara
perdata yang 80% 5 0% 80 0% 80 0% 80 0%
ditindaklanjuti
{dieksekusi)

Mewakili Persentase sisa PK Wakil
Ketua perkara yang 100% 100 108% 100 100% 100 100% 95 100%

Pengaditan diselesaikan dl:ﬁgj:n WKPN
dalam hal Persentase o, o
merancanakan perkara yang KPN 100% 100 108% 100 100% a5 100% 95 100%

Wakil Ketua
Pengadilan/
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dan diselesaikan tepat
melaksanakan waktu
tugas pokok Persentase
dan fungsi panyelesaian
Peradilan minutasi perkara "
Urnum serta sesuai dengan 100% 100 100% 100 100% 95 100% 95 100%
mengawasi jangka waktu
dan yang ditentukan
mengevaluasi Jumlah
dan Pelaksanaan
melaporkan tugas sebagai 100% 12 109% 12 50% 12 50% 12 100%
pelaksanaan | coordinator Hakim
tugas sesuai | Pengawas Bidang |
dengan Jumiah
kebijakan Pelaksanaan
teknis tugas sebagai 100% 12 25% 12 1% 12 1% 12 1%
Pengadilan pengawasan
tinggi Banda disiplin
Aceh, Dirjen Jumilah
Badilum, Pelaksanaan
Mahkamah tugas sebagai
Agung Rl serta Ketua Tim 1 1 100% 1 0% 1 0% 1 0%
Peraturan Pengananan
Perundang- Benturan
undangan Kepentingan
yang berlaku Jumlah
Pelaksanaan
tugas sebagai o
Ketua Tim 1 1 109% 1 0% 1 0% 1 0%
Pengeandali
Gratifikasi
Jumlah
Pelaksanaan
tugas sebagai o o
Ketua Tim 95% 95 25% 95 52% a5 0% a5 23%
Pembangunan
Zona Integritas
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Jumlah
Pelaksanaan
tugas sebagai
Manager 95% a5 50% 85 0 85 1 85 49%
Representativa
Akreditasi
Penjaminan Mutu

Jumiah
Pelaksanaan
tugas sabagai 100% 2 50% 2 100% 2 1 2 100%
Ketua Tim
Baperjakat

Jumiah

Pengawasan o
implementasi 100% 2 50% 2 0 2 0 2 100%

Aplikasi SMART

Jumlah
Pengawasan
implemetasi 100% 2 50% 2 6 2 6 2 100%
Aplikasi Monev

Bappenas

Jumiah
Pelaksanaan
tugas sebagai
penanggung
jawab 95% a5 25% a5 57% a5 57% 895 95%
Pengawasan
Keakuratan dan
Ketepatan Wakiu
Pengisian SIPP

Jumlah
Pembinaan dan
Pengawasan

mengenat o o o o
anonimisasi pada 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
putusan
pengadilan yang
dipublikasikan
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Tingkat
penyelesaian
perkara pidana 91% 91% 100% 91% 100% 91% 100% 91% 100%
yang diselesaikan
Menetapkan te?raiar:;(s::iu
r::;ﬁ:;’;ga' penyelesaian
g il perkara pardata B5% 85% 100% 85% 97% 85% 97,85% 85% 98%
b:rr[:a'ge;egr:alr; yang diselesaikan
yang diberikan teﬁ-iartl ‘T;:tu
melaksanakan keb E i
embinaan ebernasyan
o diversi dalam 5% 5 0% 5 0% 5 100% 8 0%
mengawasi perkara pidana
bidang hukum, T?nngakkat
perdata dan penyelesaian

pidana tertentu perkara pidana

yang ; Hakim o
Hakim ditugaskan rﬁggg gddf‘:Lu:n dengan 5% 5 7% 6 0% 5 50% 5 0% Hakim
kep‘:\jc;znya. pendekatan KPN
melaksanakan keadilan restoratif
. Tingkat
pembinaan .
dan keberhasilan 5% 5 0% 5 0% 5 0 5 0%
pengawasan mediasi dalam
terhadap perkara perdata
penyelenggara 'I'lngkat
an peradilan di Tptrednel:\l':naatn
Pengadilan erda .3ka as 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
Tinggi penunjukan
yang Penasehat Hukum
ditugaskan dari Posbakum
kepadanya Tingl;at
penyelesaian hasi 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
pengawasan

Bidang
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Panitera

Melaksanakan
pemberian
dukungan

dibidang
bidang teknis
dan

administrasi
perkara serta
menyelesaikan
surat-surat
yang terkaitan
dengan
perkara

Parsentase
tingkat
kesesuaian dan
ketepatan
penyelesaian
dokumen Salinan
putusan pidana

Persentase
tingkat
kesesuaian dam
ketepatan waktu
yang dibutuhkan
dalam
menyelesaikan
dokumen Salinan
putusan perdata

Persentase
tingkat
kesesuaian dan
ketepatan
dokumen
administrasi,
penyajian data,
dan transparansi
perkara perdata

Panitera
dengan
KPN

Persentase
tingkat
kesesuaian dan
ketepatan
dokumen
administrasi,
penyajian data,
dan transparansi
perkara pidana

(100%)

{100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

{100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

{100%)

(100%)

(100%)

(100%)

{100%)

{100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

{100%)

(100%)

Panitera
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Persentase
tingkat
kesesuaian (100%) | (100%) | (100%)}) (100%) 100% (100%) {100%) (100%) | (100%)
pelaksanaan
madiasi

Persentase
tingkat
kesesuaian dan
ketepatan
penyelesaian {100%) | ¢100%) | (100%) (100%) 100% {100%) (100%) (100%) | (100%)
dokumen yang
tidak mengajukan
upaya hukum
handing

Persentase
tingkat
kesesuaian dan
ketepatan
penyelesaian 0 o o ) ) ) 9
dokumen perkara {100%) | ¢100%) | (100%) (100%) 100% (100%) (100%) (100%) | (100%)
yang tidak
mengajukan
upaya hukum
kasasi

Persentase
tingkat
kesesuaian dan
ketepatan
pelaksanaan
pelaporan pidana

darn perdata, {(100%) | (100%) {100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) | (100%)
laporan triwulan,
semester dan
tahunan, e-
pelaporan,
laporan delegasi,
monev
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Paersentase
terlaksananya
peengelolaan

administrasi
perkara, penyajian
data perkara, dan

transparansi
perkara melalui
SIPP, MIS, EIS,

dan e-Court

Tingkat
kesesuaian dan
ketepatan
dokumen
pelaksanaan
administrasi
keuangan dalam
program teknis
dan keuangan
perkara yang
ditetapkan
berdasarkan
peraturan dan
perundang —

undangan,
minutasi, evaluasi,
dan administrasi

kepaniteraan

Tingkat
kesesuaian dan
ketepatan
pembinaan teknis
kepaniteraan dan
kejurusitaan yang

dilaksanakan

Tingkat

kesesuaian dan

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

{100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

{100%)

{100%)

(100%)

{100%)

{100%)

(100%)

(100%)

{100%)

{100%)

(100%)

(100%)

{100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

{100%)

(100%)

(100%)
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ketepatan
penyelesaian
layanan
posbakum

Tingkat ketepatan
dan kesesuaian
penyelesaian
pelaksanaan
eksekusi
berdasarkan
permehonan
pernohan
eksekusi dan
penetapan KPN

Tingakt ketepatan
waktu
pelaksanaan
survey

Persentase
tingkat
kesesuajan dan
ketepatan dalam
penyelesaian
dokumen perkara
pidana

Persentase
tingkat
kesesuaian dan
ketepatan dalam
penyelesaian
dokumen perkara
perdata

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

{100%)

(100%)

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100

100%

100

100

100%

100

100%

100

100

Panitera
Muda
Pidana

Melaksanakan
administrasi
perkara,
mempersiapka

Persentase
berkas perkara
pidana yang
diselesaikan

Panmud
Pidana
dengan

Panitera

100%

(100%)

100%

100%

100%

100

100%

100

100

Panitera
Muda
Pidana
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n persidangan
perkara,
menyimpan
berkas perkara
yang masih
berjalan dan
lain-lain yang
berhubungan
dengan
perkara pidana
dan barang
bukti

Persentase
berkas perkara
yang telah
diserahkan ke
kepaniteraan
muda hukum

Persentase
Ketepatan waktu
penyelesaian
perkara upaya
hukum banding
yang felah
diserahkan ke
kepaniteraan
muda hukum

Jumlah
persentase
perkara yang tidak
mengajukan
upaya hukum
kasasi akan diberi
status
berkekuatan
hukum tetap untuk
segera dijilid dan
diserahkan
dengan berita
acara penyerahan
berkas non aktif
kepada
kepaniteraan
muda hukum

Persentase
tingkat
kesesuaian dan
ketepatan
penyelesaian

100% (100%) (100%) (100%) 100% (100%) 100% {100%) 100%
12 3 Bulan 12 12
12 Bulan Bulan (100%) 12 Bulan | 6 Bulan Bulan 9 Bulan Bulan 12 Bulan
100% 100 100% 100 33% 100 57% 100 100%
100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
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dokumen Salinan
putusan pidana
Persentase
Tingkat ketepatan 12 3 Bulan 6 Bulan 12 12
waktu pembuatan 12 Bulan Bulan (25%) 12 Bulan (50%) Bulan 9 Bulan Bulan 12 Butan
laporan
Persentae
Ketepatan
penyelesaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
berkas perkara
__perdata
Persentase
salinan
putusan/penstapa
n sesegera o 2 o o o
mungkin setelah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Melakukan pembacaan
administrasi putusan/penstapa
perkara, n
mampersiapka
n persidangan Persentase
perkara, Penerimaan dan .

Panitera menyimpan tindak lanjut P:qr::he;a Panitera
Muda berkas terhadap perkara- Perdata . . . . , . . Muda
Perdata perkara yang perkar:a perdata dengan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perdata
masih berjalan | yang didaftarkan Panitera

dan lain-lain baik secara
yang manual maupun
berhubungan | secara elektronik
dengan (e-court)
perkara Persentase
perdata terlaksananya
kegiatan mediasi
bagi setiap 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100%
perkara perdata
gugatan yang
masuk
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Persentase
pengelolaan dan
penyelesaian
berkas perkara
perdata yang tidak
mengajukan
upaya hukumn
banding

Jumlah
pelaksanaan rapat
koordinasi,
pembinaan dan
pengawasan di
lingkungan
kepaniteraan
perdata

Persentase
pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi terhadap
kesesuaian data
SIPP

Persentase
pelaksanaan
pengadministrasia
n terhadap panjar
biaya parkara
perdata maupun
terhadap uang
konsinyasi yang
masuk ke
rekening RPL 002
PDT PN
Meureudu

Persentase
pengelolaan
terhadap
permohenan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(12
kegiatan)
50%

12
kegiata
n

3
kegiatan
(25%)

(12
kegiatan

)
50%

3
kegiatan
(100%)

(12
kegiatan

)
50%

3 kegiatan
(100%)

{12
kegiata
n)
50%

3
kegiatan
{100%)

{12
kegiatan)
50%

12
kegiata
n

3
kegiatan
(25%)

(12
kegiatan

)
50%

3
kegiatan
(100%)

(12
kegiatan

)
50%

3 kegiatan
(100%)

{12
kegiata
n)
50%

3
kegiatan
{100%)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

(100%)

100%

100%

(100%)

(100%)

{100%)

{100%)

(100%)

{100%)

(100%)

(100%)

(100%)
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eksekusi mulai
dar pendaftaran

hingga
pelaksanaan
eksekusi
Persentase
pelaksanaan
urusan
administrasi (50%) {B0%) (94%) (50%:} {100%) {50%) (100%) (50%) (100%)
persuratan di
Kepaniteraan
Perdata
Persentase
pelaksanaan dan
pengelolaan arsip {100%) (100%) | (100%) 100% {100%) (100%) (100%) {(100%) | (100%)
in Aktif berkas (100%)
Pidana
Persentase
r'f‘e:,?:r:g‘;'l'gia terlaksananya
' dan pe_ngalq!aan Arsip (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) {100%) (100%) (100%)
mengkaji data, n Apkg:dt;?;kas
mernyajikan P
statistik ersentase
Panitera perkara terla_ksananya Panmud
Muda m enyusu'n penerimaan surat Hukum Panmud
Rukum laporan masuk dan surat dengan (100%) | (100%) (100%) (100%:) (100%) (100%) {100%) {100%) | (100%) Hukum
perkara dan keluar: pada Panitera
menyimpan Kepaniteraan
arsip berkas Muda Hukum
perkara / Persentase
Penataan terlaksbangnya
: pemberian
arsip perkara Layanan Bantuan
Hukum secara 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
maksimal, serta
terlaksananya
pengawasan

pelaksanaan
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tugas cleh
Pesbakum

Parsentase
terlaksananya
sistern

pehgarsipan 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
berkas perkara
Pidana dan
perdata

Persentase
terlaksananya
rapat internal
Kepaniteraan
Muda Mukum
sefla pengawasan
oleh Hakim
Pengawas Bidang
Kepaniteraan
Muda Hukum dan
penyediaan
avidence untuk
Akreditasi
Penjaminan Mutu

100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%

Parsentase

pelaksanaan

monitoring dan 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%

Evaluasi IKM dan
IPK

Jumlah Laporan
Bulanan dan 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
Triwulan

Persentase
Teﬂakfananya
;:r’l‘(ﬁga;;:f; 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%

Laporan

Elektronik
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Persentase
Terlaksananya
kegiatan
administrasi
dalam pembetian
produk layanan
bagi pencari
keadilan { Surat
Tidak Pernah
Terpidana)

Parsentase
Terlaksananya
giat Mendampingi
Hakim dalam
proses
persidangan
Perkara Pidana
dan Perdata

Persentase
Tarlaksananya
kegiatan
adinistrasi
dalam pemberian
produk layanan
bagi pencari
keadilan ( Surat
Kuasa Khusus)

{100%)

(100%)

{100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

{100%)

(100%)

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

(100%)

{100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%})

Panitera
Pengganti

Membantu
Hakim dengan
mengikuti dan

mencatat
jalannya
sidang

Pengadilan

bertugas
membantu
Hakim dalam

Jumlah dokumen
salinan putusan
perkara pidana

yang diselesaikan

Persentase Berita
Acara Sidang yag
diselesaikan

Persentase
perkara yang
diminutasi

Panitera
Pengganti
dengan
Panitera

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

Panitera
Pengganti
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hal: membuat | Persentase Berita
penetapan hari | Acara yang diiput
sidang, ke dalam Aplikasi 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
membuat SIPP
penetapan
terdakwa tetap | Persentase E-Doc
ditahan, putusan yang 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
dikeluarkan diunggah ke SIPP
dari tahanan.
persentase dalam
melaksanakan
tugas menghantar 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
Menyampaika pemberitahuan
n panggilan, perkara pidana
pengumuman, | persentase dalam
teguran dan melaksanakan
memberitahuk | tugas menghantar 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
an putusan pemberitahuan
pengadilan perkara perdata Jurusita
: serta Persentase .
. Jurusita melaksanakan melaksanakan g::g:g Jurusita
eksekusi kegiatan eksekusi
menurut cara- | berdasarkan surat 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
cara penetapan Ketua
herdasarkan | Pengadilan Negeri
ketentuan
undang- Persentase dalam
undang melaksanakan
delegasi masuk 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
dan keluar pada
aplikasi SIPP
Jumlah data ,
Analis
Membantu keuangan perkara
Analis Tugas yang diisi di buku | FSKar@ | o000y | 100%) | (95%) | (100%) | (95%) | (100%) (95%) | (100%) | (95%) Analis
10 Peradilan
Perkara Administrasi | keuangan perkara dei Ia?'l perkara
: Peradilan bagian SiPP Panr?'au d Paradila
Perdata Persentase Perdata | 100% | 100 | 100% | 100 100% 100 100% 100 | 100%
Kesesuaian
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pembayaran biaya
panggilan dengan
relaas panggifan
yang diajukan
Jurusita
Jumiah bukti
pembayaran biaya 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
sumpah
Jumlah bukti
pembayaran biaya 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
materai

Jumlah data
PNBP yang
dicatat di Buku
Penerimaan Uang
Hak — Hak
Kepaniteraan 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
(PNBP) dan
menyetorkan
uang PNBP ke
Bendahara
Penerimaan

Jumlah bukti
pengembalian o . .
sisa panjar 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
perkara
Tingkat
Kesesuaian
laporan keuangan
perkara dengan 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
data pada buku
keuangan perkara

Melaksangkan Persentase Sekretaris
Sekretaris d%iT::::Zi pelaksanaan dengan | 100% 100 50% 100 100% 100 100% 100 100% | Sekretaris
KPN

bidang_ perencanagn,
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administrasi, program, dan
arganisasi, anggaran

keuangan, Persentase
sumber daya pelaksanaan
manusia, serta urusan
sarana dan kepegawaian,
prasarana. organisasi, dan
tatalaksana

100% 100 50% 100 100% 100 100% 100 100%

Parsentase
pelaksanaan 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
urusan keuangan

Parsentase
pelaksanaan
pengelolaan

teknologi 00% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
informasi dan
statistik

Persantase
pelaksanaan
urusan surat

menyurat, arsip,
perlengkapan, 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
rumah tangga,
keamanan,
keprotokolan, dan
perpustakaan

Jumilah laporan

| g;::gi”:gs 12 12 3 12 3 12 3 12 3

bantuan hukum

Persentase
jumlah dokumen
pelaksanaan

pemantauan, 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
evaluasi, dan
dokurnentasi dan
pelaporan
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Kasubbag
Perencanaa
n, IT dan
Pelaporan

Melaksanakan
penyiapan
bahan
pelaksanaan
perencanaan,
program dan
anggaran
pengelalaarn
teknologi

Informasi, dan

statistik serta
pelaksanaan
pemantauan,
evaluasi dan
dokumentasi
serta
pelaporan

Jumlah pengajuan
usulan anggaran
DIPA D1 dan
DIPA 03

Jumlah pengajuan
usulan ravisi
anggaran DIPA 01
dan DIPA 03

Jumlah laporan
Program Kerja
dan Anggaran

Jumlah kegiatan
mengelola
Hasting dan
Wabsite

Jumlah kegiatan
pemeliharaan
server

Jumlah kegiatan
melakukan
sinkronisasi SIPP

Jumlah Kegiatan
melakukan update
versi SIPP

Jumlah Laporan
Tahunan

Jumlah Laporan
SAKIP

Jumlah kegiatan
pengisian capaian
kinerja pada
aplikasi
KOMDANAS

Jumlah kegiatan
pengisian aplikasi
e-monev
Bappenas

Kasubbag
Perencan
aan, IT
dan
Pelaporan
dengan
Sekretaris

2DIPA | 2DIPA | 2Usulan | 2DIPA | 1Usulan | 2DIPA 0 2DIPA | O
5 8 2 6 2 6 4 8 4
1 1 1 1 0 1 0 1 0
12 12 3 12 4 12 3 12 3
12 12 4 12 3 12 3 12 3

254 254 62 254 65 254 70 254 70
3 3 1 3 2 3 3 3 3
1 1 1 1 0 1 0 1 0
6 6 5 6 0 6 0 6 0
12 12 3 12 3 12 3 12 3
12 12 3 12 3 12 3 12 3

Kasubbag
Perencanaa
n, IT dan
Pelaporan
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Jumlah berita/data
yang diunggah
pada website
Pengadilan Negeri
Meureudu

40

40

40

40

15

40

30
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Kasubbag
Kepegawaia
n, organisasi

dan Tata
Laksana

Melaksanakan
penyiapan
bahan
pelaksanaan
urusan
kepegawaian,
penataan
organisasi dan
tata laksana

Persentase
pengslolaan
dokumen
manajemen
ofrganisasi yang
berkualitas,
transparan,
efesien, dan
akuntabel

Persentase
Pengelolaan
Dokumen
Administrasi
Kepagawaian
secara elekironik

Jumiah
Rekapitulasi
Absensi Pegawai

Persentase
Berkas Usuian
Kenaikan
Pangkat, Pensiun
dan Usulan Lain
terkait hak - hak

pegawai

Parsentase
Jumlah Pegawali
yang mengikuti

Dikiat dan Bimtek

Persentase
Jumlah Dokumen
untuk bahan
Anjab dan ABK

Kasubbag
Kepegaw
aian,
arganisasi
dan Tata
Laksana
dengan
Sekretaris

100%

100

100%

100

100%

100

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100%

100

100%

100

100%

100

100%

100

100%

Kasubbag
Kepegawaia
n, organisasi

dan Tata
Laksana
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J”E'aa:at[’g';:;mne“ 100% | 100 | 100% 100 100% | 100 100% 100 | 100%
Persentase
jumlah Laporan
realisasi anggaran 100% 100 25% 100 25% 100 25% 100 25%
DIPA 01 dan
DIPA 03
Persentase
Laporan 88% 88% 25% 88% 25% 88% 25% 88% 25%
penearbitan SPM
Persentase
Melaksanakan pelaksanaan
penyiapan belanja
pelaksanaan operasional o o o o
urusan surat perkantoran, 100% 100 15% 100 35% 100 25% 100 25%
menyurat, layanan umum
arsip, dan belanja modal | Kasubbag
perlengkapan, Umum
lﬁi”:ﬁ%i?‘ rumah tangga, Persentase dan S;i‘::?a%
Keuangan keamanan, pelaksanaan Keuangan Keuanaarn
keprotokolan, ) pembayaran dengan {  4qn0, 100 25% 100 26% 100 26% 100 25% S
hubungan tunjangan kinerja | Sekretaris
masyarakat, pegawai dan
perpustakaan | transportasi hakim
sell'tal Persentase
pengelolaan jumlah laporan o - ° o
keuangan. Keuangan tingkat 100% 100% 1] 100% 50% 100% 25% 100% 25%
satker dan korwil
Persentase
Penatausahaan o o
dan kelola barang 100% 100 25% 100 25% 100 25% 100 25%
persediaan
Tingkat
kesesuaian antara o o
surat masuk dan 100% 100 25% 100 25% 100 25% 100 25%
keluar
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Jumlah Laporan
surat masuk dan 100% 100 25% 100 25% 100 25% 100 25%
surat keluar
Tingkat ketepatan
wakiu

pengelolaan data
naskah dinas 100% 100 25% 100 25% 100 25% 100 25%
{surat masuk dan
sutat keluar)
Jumiah Laporan 100% | 100 0 100 50% 100 25% 100 25%
Tingkat
kesesuaian isi
laporan BMN
dengan aplikasi 100% 100 ) 100 50% 100 25% 100 25%
SIMAK, SIMAN,
dan SIPERMARI
Tingkat ketepatan
penyampaian 100% 100 0 100 50% 100 25% 100 25%
laporan BMN
jumlah buku o
perpustakaan 100% 100 25% 100 25% 100 25% 100 25%
Tingkat
kesesuaian isi
faporan dengan 100% 100 25% 100 25% 100 25% 100 25%
buku katalog

Jumlah surat
masuk yang 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
teradministrasi
Persentase surat Arsiparis
masuk yang Arsiparis 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
Fungsional didistribusikan danp an
Arsiparis Jumlah surat Sekregtaris
keluar yang 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
teradministrasi
Persentase surat
keluar yang 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100 100%
didistribusikan

Arsiparis
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Jumlah berkas

o
daftar arsip akeif 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100

100%

Persentase
tersusunnya 100% 100 100% 100 100% 100 100% 100
daftar arsip akiif

100%

16

Pengadmini
strasi
Keuangan

Mengelola dan
mengadministr
asi tugas
dibidang
Umum dan
Keuangan

Jumlah laporan
pelaksanaan
anggaran belanja 100% 100% 25% 100% 25% 100% 25% 100%
dan pendapatan
negara

25%

Jumlah laporan
pertanggung

jawaban 100% 100% 25% 100% 25% 100% 25% 100%
bendahara

pengeluaran

25%

Jumiah taporan

realisasi anggaran o
yang telah ‘ 100% 100% 25% 100% 25% 100% 25% 100%
Pengadmi

25%

disusun nstrasi
Jurnlah taporan Keuangan

salde rekening o o
pemerintah yang ngzlg}ggg 100% 100% 25% 100% 25% 100% 25% 100%

telah di print out Umum

25%

Jumlah surat dan

keluar yang
dikelola Keuangan

100% 100% 25% 100% 25% 100% 25% 100%

25%

Jumlah laporan
realisasi anggaran
melalui aplikasi
Monev Bappenas

100% 100% 25% 100% 25% 100% 25% 100%

25%

Jumilah laporan

capaian Qutput
melalui aplikasi 100% 100% 25% 100% 25% 100% 25% 100%

OMSPAN

25%

Jumlah lapeoran
realisasi anggaran
melalui aplikasi
komdanas

100% 100% 25% 100% 25% 100% 25% 100%

25%

Pengadmini
strasi
Kauangan













Syarat Perkara : Untuk Informasi mengenai persyaratan mengajukan
Gugatan atau permohonan perkara perdata.

E-Court : Untuk Informasi mengenai berperkara secara elektronik di
Pengadiian.

Suket . Untuk Informasi mengenai surat keterangan tidak pernah di
pidana, dil.

Jam Pelayanan : Untuk Informasi mengenai Jam Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP).
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TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) SAKIP
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
TAHUN 2022

A. Latar Belakang

Penyampaian Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Meureudu adalah
merupakan salah satu aspek penting dari sebuah Instansi pemerintah
sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan
program kegiatan dari Instansi tersebut, termasuk di dalamnya Peradilan
Umiiin. Pada §isi yang lain, juga dimaksudkan sébagai salah satu beintuk
manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu
prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang
telah diprogramkan.

Salah satu azas penyelenggaraan geod govemance yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 adalah azas
akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya
darl penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedauiatan tertinggi
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Laporan Kinerja fnstansi Pemerintah adalah bentuk dari azas
akuntabiiitas. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja
tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Peiaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Repuhlik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pérjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinefja Instansi
Pemerintah,



Dalam konteks itulah, Pengadilan Negeri Meureudu sebagai salah satu

entitas dari Lembaga Peradilan (institusi pemerintah) yang berada di

bawah Mahkamah Agung R.. menyampaikan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2022 sebagai hasil evaluasi atas capaian kinerja terhadap

semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun

anggaran, baik kegiatan yang terkait dengan tugas-tugas fungsional

maupun tugas- tugas struktural.

B. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tabhun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasonal,

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik
indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repubiik Indonesia Nomor :

1-144/KMA/SK/1/2011  tentang Pedoman Pelayanan Infcrmasi
Di Perigadilan.

. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Sesuai dengan laporan hasil Evaiuasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Meureudu
yang dilakukan oieh Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Pengadiian
Negeri Meureudu memperoleh niiai sebesar 61,5 (B) atau Baik dimana
nilai tersebut mendapat kenaikan nilai dari nitai sebelumnya pada tahun
2021 vyaitu sebesar 60,65 (B) atau Baik. Berikut rekomendasi
dan tindak lanjut terhadap nilai LHE Lapcran Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah tahun 2022 Pengadilan Negeri Meureudu dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :



No Rekomendasi Tindak Lanjut Keterangan
Pengadilan Tinggi

A. Perencanaan Kinerja

1. | Dokumen perencanaan { Untuk dokumen | Eviden
kinerja adalah dokumen | perencanaan kinerja | terlampir
perencanaan  kinerja |telah dibuatkan pada
tahun berjaian bukan | tahun berjalan.
tahun sebelumnya

2: | Agar dokumen | dokumen perencanaan | Eviden
perencanaan yaitu | yaitu dokumen Reviu | terlampir
dokumen Reviu | Rencana Strategis
Rencana Strategis | (Renstra) 2020-2024
(Renstra)  2020-2024 | telah dijadikan dasar
dijadikan dasar dalam | dalam dokumen
dokumen perencanaan | perencanaan lainnya
lainnya ({niiai target [ (nilat target yang
yang sinkron) sinkron)

3. | Agar dokumen | Dokumen perencanaan | Eviden
perencanaan disusun | disusun sesuai dengan | terlampir
sesuai dengan SK |SK SEKMA No.

SEKMA No. | 2029/SEK/SK/X/1/2022
2029/SEK/SK/X/1/2022 | tentang Pedoman
tentang Pedoman | Pelaksanaan Sistem
Pelaksanaan  Sistem | Akuntabilitas Kinerja Di

Akuntabilitas Kinerja Di
Lingkungan Mahkamah
dan Badan
Peradilan yang
dibawahnya dan SK
SEKMA No.
173/SEK/SK//2022

tentang

Agung

Penetapan

Lingkungan Mahkamah
Badan
yang
SK
No.

Agung dan
Peradilan
dibawahnya dan
SEKMA
173/SEK/SK/i/2022
tentang Penetapan

Indikator Kinerja Utama




Indikator Kinerja Utama
(IKU) pada Pengadilan
Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat
Pertama di Lingkungan
MA RI

(IKU) pada Pengadilan
Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat
Pertama di Lingkungan
MA RI

Agar dalam
perencanaan dapat
menampilkan  pohon
Kineja yang
menggambarkan
hubungan yang
berkesinambungan,
serta selaras antara
kondisi/hasil yang akan
dicapai di setiap level
jabatan (Cascading)

Untuk Dokumen
Cascading dan pohon
kinerja telah dibuatkan

Eviden

terlampir

Agar dalam
perencanaan  kinerja
dapat memberikan
informasi tentang
hubungan kinerja,
strategi, kebijakan,
bahkan akfivitas antar
bidang/dengan  tugas
dan fungsi lain yang
berkaitan serta
pendanaan
{Crosscutting)

Untuk Dokumen
Crosscutling telah
dibuatkan..

Eviden

terlampir

Agar merbuat réhcana
aksi monitoring dan
evaluasi/pengukuran

kinerja internal secara

Rencana aksi monitoring
dan
evaluasi/pengukuran
kinerja intermal telah

Evidén

terlampir




berkala (pedomani
keputusan Sekretaris

MARI nomor
878/SEK/ViI/2022
Tentang Pedoman

Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Di Lingkungan
MARI dan Badan Peradilan

di bawahnya)

dibuat sesuai pedoman
keputusan Sekretaris

MA RI nomor
878/SEK/SK/NVI/2022)
Tentang Pedoman

Evaluasi  Akuntabilitas
Kinerja Di Lingkungan
MA R! dan Badan
Peradilan di bawahnya

B. Pengukuran Kinerja

1. | Agar dibuatkan | Telah dibuatkan SOP | Eviden
mekanisme Pengumpulan Data | teriampir
pengumpulan data | Kinerja yang memuat
kinerja per PK dalam | mekanisme untuk
bentuk SOP  dan | penelusuran data dan
ditayangkan di website. | sistem yang

memudahkan akses
data dan yang nantinya
akan dipublikasikan
pada website
Pengadilan Negeri
Meureudu.

2 Agar pada rapat | Telah dilakukan | Eviden
monitoring dan evaluasi | monitoring dan evaiuasi | terlampir

secara berkala
terhadap capaian
kinerja {(melalui aplikasi
Kondanas) dapat
menyampaikan analisa
keberhasilan/kegagalan

pencapaian serta
rekomendasi yang
dituangkan dalam

per ftriwulan terhadap

capaian kinerja melalui

aplikasi Komdanas.
Namun untuk
permasalahan dan
rekomendasi belum
dijabarkan dalam
laporan. Segera

dilakukan perbaikan




laporan monev serta
hasil pengukuran

kinerja internal secara

berkala (pedomani
keputusan  Sekretaris
MARI nomor
878/SEK/SKNI/2022

Tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Di Lingkungan
MAR!
Peradilan di bawahnya)

dan Badan

terhadap laporan
monitoring dan evaiuasi
secara berkala terhadap
dan

capaian Kinerja

rekomendasi ini akan
dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan
monitoring dan evaiuasi

triwulan berikutnya.

Agar “dalam | Telah dibuatkan aplikasi | Eviden
pengumputian data | sederhana dengan | terlampir
kinerja menggunakan | rumus-rumus excel

aplikasi; minimai | terkait dengan
menggunakan aplikasi | mekanisme

sederhana dengan | pengumpulan data
rumus-rumus excel | kinerja per PK dan

untuk kinerja dan akan diinput
menyempurnakan data | pada aplikasi komdanas.

kinerja yang

dikumputkan  melalu

komdanas.

Agar rapat tinjauan | Telah melakukan rapat | Eviden
manajemen dan reviu | tinjauan manajemen dan | terlampir

SOP secara berkala
yang dilaksanakan bisa
memastlkan bahwa
pehgukuran kinerja
dijadikan dasar dalam
penyusunan  strategi,

anggaran, kebijakan

reviu SOP  secara
berkala yang
dilaksanakan bisa
memastikan bahwa
pengukuran kinerja

dijadikan dasar dalam

penyusunan  strategi,




dan akiivitas dalam

mencapai kinerja

anggaran, kebijakan dan
aktivitas
mencapai kinerja

dalam

C. Pelaporan Kinerja

Monev pertriwulan dan
pengukuran kinerja
internai periodik
(pedomani  keputusan
Sekretaris MA Ri nomor
878/SEK/SK/VIif2022

Tentang Pedoman
Akuntabilitas
Kinerja Di Lingkungan
MA Ri

Peradilan di bawahnya)

Evaluasi

dan Badan

daiam proses adaptasi
terhadap
Sekretaris MA RI nomor
878/SEK/SK/VIilf2022

Tentang

keputusan

Pedoman
Akuntabilitas
Kinerja Di Lingkungan
MA Ri
Peradiian di bawahnya.
Untuk

rekomendasi

Evaiuasi

dan Badan
kedepannya
tersebut
akan dijadikan sebagai

pedoman dalam
penyusunan  Laporan
Kinerja instanst

1. ! Agar Laporan Kinerja | Akan dijadikan sebagai | Eviden
Instansi Pemerintah | pedoman dalam | teriampir
(LK]jiP) disusun sesuai | penyusunan  Laporan
dengan format, | Kinerja instansi
sistematika dan | Pemerintah satuan kerja
substansi yang benar j Pengadiian Negeri
sesuai Lampiran 2 | Meureudu Tahun
Permenpan 53/2014. berikutnya.

2. Agar ~dalam | Monev pertriwulan Eviden
penyusunan Laporan | Tahun 2022 sudah ada | Terlampir
Kinerja instansi | akan tetapi tidak
Pemerintah (LKjiP) | dilampirkan pada LKjlP
disusun  berdasarkan | Tahun 2022
hasil penilaian kinerja / | dikarenakan masih




Pemerintah satuan kerja

Pengadilan Negeri
Meureudu Tahun
berikutnya.
Agar dalam laporan | Telah disusun laporan | Eviden
kinerja menyampaikan | kinerja hasii | Teriampir
hasil pengukuran | rekomendasi dan Tindak
kinerja yang akurat dan | ianjut monitoring dan
jeias sumber data yang | evaluasi kinerja internal
jetas pertriwulan Tahun 2023
yang akan di susun
secara sistematis pada
laporan LKjiP Tahun
2023 mendatang.
Agar perhitungan | Telah ditinjau ulang | Eviden
capaian kinerja dapat |terhadap  perhitungan | Teriampir
dilakukan sesuai | Indikator Kinerja Utama
dengan indikator kinefja | (IKU)  Tahun 2022
Utama (IKU) dengan perbaikan pada
reviu iKU Tahun 2024
Agar sebelum Laporan | Terhadap rekomendasi | Eviden
Kinerja dipubiikasikan | tersebut Tim penyusun | Teriampir

dapat diiakukan

pengecekan  kembali
sehingga agar sesuai
dengan standar
penuiisan yang berlaku
tidak

kesaiahan

dan terjadi
penuiisan
yand bisa membuat
informasi tidak
tersampaikan

sebagaimana mestinya.

LKjIP Pengadiian Negeri
Meureudu akan
berkomitmen untuk
meiakukan pengecekan
kembaii sebeium
diiakukannya pubiikasi
untuk meminimalisir

terjadinya kesatahan.




D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. | Agar dapat dibuat | Telah terdapat pedoman | Eviden
pedoman teknis | teknis Evaiuasi | teriampir
Evaluasi Akuntabilitas | Akuntabilitas Kinerja
Kineria intemal baik |internal baik dalam
daiam bentuk SOP |bentuk SOP  pada
maupun pedoman | Pengadiian Negeri
lainnya yang mengacu | Meureudu.
pada Surat Sekretaris
MA Ri Nomor
878/SEK/SK/VI1i/2022
Tentang Pedoman
Evaiuasi Akuntabilitas
Kinerja Di Lingkungan
MA Ri dan Badan
Peradiian di bawahnya.

2. | Agar dibuat laporan | Telah disusun laporan | Eviden
hasil evaiuasi internal | hasii evaluasi internal | teriampir
pertriwuian  perbagian | perbagian secara
dan iengkap sesuai PK | triwuian yang sesuai
(mengacu pada |dengan PK dan
keputusan Sekretaris | mengacu pada
MA Ri Nomor { keputusan  Sekretaris
878/SEK/SK/VIIf2022 MA Ri Nomor
Tentang Pedoman | 878/SEK/SK/VII2022
Evaiuasi Akuntabilitas | Tentang Pedoman
Kinerja Di Lingkungan | Evaiuasi Akuntabiiitas
MA Ri dan Badan |Kinerja Di Lingkungan
Peradilan di bawahnya) | MA Ri dan Badan

Peradilan di bawahnya

3. | Agar dapat disusun tim | Telah  disusun  Tim | Eviden
yang memiiiki sertifikat | Penyusun dokumen | terlampir
SAKiIP untuk | SAKIP  Tahun 2022




melakukan evaluasi
internai  berkala yang
menghasiikan iaporan

evaluasi internai dan

melakukan evaiuasi
terhadap Lembar Kerja
Evaiuasi (LKE) Mandiri
keputusan

MA  RIi

(pedomani
Sekretaris
Nomor
878/SEK/SK/VIi/2022
Pedoman
Akuntabilitas
Kinerja Di Lingkungan
MA Ri
Peradiian di bawahnya)

Tentang

Evaiuasi

dan Badan

sesuai dengan
kompetensi berdasarkan
sertifikasi peiatihan atau
bimbingan teknis

tentang penyusunan dan

evaiuasi Sistemn
Akuntabilitas Kinerja
instansi Pemerintah.

Dan pada penyusunan
tahun berikutnya akan
dilampirkan sertifikat

terkait,

Agar dapat menyajikan
informasi yang memuat
yang
mampu

bahwa evaiuasi
dilakukan

meningkatkan
SAKIP,
kinerja

implementasi
peningkatan

maupun dukungan
dalam efektifitas dan

efisiensi kinerja.

Informasi yang dimuat
dalam peningkatan
SAKIP

kinerja

impiementasi
peningkatan
maupun dukungan
daiam efektifitas dan
efisiensi kinerja telah
tidak
dalam
dokumen LKjIP Tahun
2022

dilampirkan pada LKjiP

sesuai  namun

terlampir
dan akan

Tahun berikutnya.

Eviden
Terlampir




D. Rekomendasi

Berdasarkan hasii monitoring dan evaiuasi diatas, maka dapat

diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

Untuk segera melakukan update terhadap Data dan Dokumen yang berkaitan
dengan capaian kinerja seperti IKU, RKT, PKT dan Rencana Aksi apabiia
ada revisi, sehingga nantinya berita maupun data yang ditampilkkan
merupakan data terbaru dari satuan kerja, dan juga melakukan update
terhadap dokumen SOP perencanaan kinerja dan evaluasi kinerja pada
Website satuan kerja;

Agar segera dibuatkan dokumen Cascading dan Crosscutting;

Agar laporan triwuian terhadap Monitoring dan Evaiuasi Kinerja berisikan
laporan kinerja internai, permasalahan, rekomendasi dan tindak lanjut yang
dilakukan sesuai dengan pedoman Surat Keputusan Sekretaris MA Ri nomor
878/SEK/SKNIi/2022 tentang Pedoman Evaiuasi Akuntabilitas Kinerja
di Lingkungan MA Ri dan badan Peradiian di bawahnya;

Unfuk lapcran Kinerja instansi Pemerintah kedepannya untuk dapat
dilakukan penyusunan sesuai dengan rekomendasi yang telah ditetapkan
daiam Laporan Hasil Evaiuasi yang dilakukan oleh Pengadiian Tinggi Banda
Aceh dan untuk dapat dijadikan pedoman, sehingga nantinya capaian Kinetja
satuan kerja dapat terkur dengan tepat, efektif dan efisien;

Diharapkan untuk realisasi dan capaian kinerja satuan kerja untuk lebih
ditingkatkan agar sesuai dengan target yang tefah ditetapkan pada
Peranjian Kineja tahunan sehingga presentase reaiisasi dan capaian
kinerja satuan kerja menjadi lebih baik dan terjadi peningkatan setiap
tahunnya.

Demikian Laporan tindak lanjut terhadap LHE SAKIP Pengadiian Tinggi
Banda Aceh pada Pengadilan Negeri Meureudu untuk dijadlkan acuan









LAMPIRAN vV
SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

: 1282/SEK/SK/VI/2023

NOMOR
TANGGAL

¢ 17 Juli 2023

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

No Rekomendasi LHE Tahun Permasalahan Rencana Aksi Target Waktu Penanggung Status/ Link Bukti
2022 Tindak Lanjut Pelaksanaan Jawab Progres Dukung
Penyelesaian
A. PERENCANAAN KINERJA
1. Dokumen Perencanaan kinefja kumen Unluk dokumen erdapat Jadwal |2 hari Sub Bagian Selesai b itps:idrive qoogle comfdrive
dalah dokumen perencanaan  jperencanaan kinerja perencanaan kinerja telah fonev capaian Perencanaan, Tl dan loldors/icYyBIBwWRApSNQAU
hun berjalan bukan tahun nluk jangka dibuatkan pada tahun inefja tahun Pataporan RONTAAMZvdqlvr TWS
ebelumnya. enengah dan berjalan berjalan yang telah . .
angka pendek tefah dilandalangani ?tlps,ﬁdrn.rle.qooq le comidrive
imiliki dan telah oleh pimpinan folders/1-v2QTQFL
iformalkan namun ufdx7SNekRDGalvijk3BaXE?
elum menampilkan hitps:/idrive qoogle.com/drive
adwal monev ‘Tolders/13nJoBm5SHwa7 Ge-
capaian kinerja yang SEshxqlonHviLUSX
ditantangani
pimpinan untuk hitps /fdrive google.comidrive
tahun berjalan. olders/1QCbedrZ0BOLoEHx

bcclMBraPNpriVxic

hitps:iidrive.gooale.com/drive

folders/1mr1RilkD42{BpkCz

\56JR07dPzho2JR

nHps:/fdrive.noeale.com/drive

folders! TUW W ZPC7 ABw

fyPWeryZe {USYERISy




2.

[gar dokumen perencanaan
yaitu dokumen Reviu Rencana
Slrategis {Renstra) 2020-2024
dijadikan dasar dalam dokumen
perencanaan lainnya {nilai target
yang sinkron)

yaitu dokunten Reviu
Rencana Strategis
KRenstra) 2020-2024
elah difadikan dasar
afam dokumen

dokumen perencanaan

erlaksananya
okumen
erencanaan yailu
okumen Reviu
encana Strategis
Renstra} 2020-

erencanaan lainnya (ni'ai2024 sebagai

rget yang sinkron)

dasar dalam
dokumen
perencanaan
ainnya {nilai target
yang sinkron)

1 Minggu

Sub Bagian
Perencanaan, Tl dan
Pelaporan

Selesai

sipsdfdrive qoogle. comlidrive

tolders!123bGRIISOXNcepz

Nid2Fe KbilxFZuHO




engadilan Tingkat]
ertama di
ingkungan MA RI

Rekomendasi LHE Tahun Rencana Aksi Waktu Penanggung Status/ Link Bukti
No Permasalahan Target Progres
2022 Pelaksanaan Jawab Dukung
Tindak Lanjut Penyelesalan
3. |Agar dckumen perencanaan Dokumen  perencanaan [Tersusunnya 1 Minggu Sekrelaris dan Sub Selesai llps:ffdrive.aoggle.com/idrive
isusun sesuai dengan SK disusun sesuai dengan Dokumen Bagian Perencanaan, Tl foldersi1cYvBIBWRADSNQAY
EKMA No. 5K SEKMA No. perencanaan dan Pelaporan RONTAVKZv)gtvr TWS
029/SEKISKAVN2022 tentang PRPO2SISEKISKININ022  disusun sesuai
edoman Pelaksanaan Sistem enlang Pedoman dengan SK hitps:#drive qocgle comidrive
kunlabilitas Kinerja Di elaksanaan Sislem [SEKMA No. lolders/ 1-iv2QTaF)-
Lingkungan Mahkamah Agung unlabititas Kinerja Di 2029/SEK/SKAIN i[dx7 SNekRDGolMik8BaXET
dan Badan Peraditan yang ingkungan Mahkamah [2022 tentang
dibawahnya dan SK SEKMA No. gung dan  Badan [Pedoman ntlps:/drive.gogqle.comfdrive
173/SEK/SK/1/2022 tentang eradilan yang [Pelaksanaan foldersi13nJoBmSSHwa7Ge-
Penetapan Indikator Kinesja ibawahnya dan SK [Sistem 3EskixqlonHrvILUAX
dtama (IKU) pada Pengadilan EKMA No. |Akuntabilitas
Tingkat Banding dan Pengadilan 173ISEK/SKINf2022 Kinerja Di rbips ffdrive google .comidrive
Tingkat Pertamadi Lingkungan entang Penetapan [Lingkungan Tolders/1 0QUbedrZ0BDL oEHx
MA R Indikalor Kinerja Utama [Mahkamah Agung ocOHBrePNprovxic
(KU} pada Pengadilan gdan Badan
Tingkat Banding dan [Peradilan yang ips:fidrive.qooale.com/idrive
Pengadilan Tingkat dibawahnya dan folders/imr1RilikD42(BpkCz
Pertama di Lingkungan 8K SEKMA Ne. h564R07dPzho2 R
MA RI 173/SEK/SKN202
tentang itps: Adrive.google.comidrive
enelapan lalderst1 fUWIWII2PCT ABw
Indikator Kinerja AvEWwy2e fUSYERISY
tama (IKU) pada
engadilan Tingkat
anding dan




4. gar dalam perencanaan dapat {Pohon Kinerfa suda Menyusun Dokumen ersusun 2 hari Sekretaris dan Sub Selesai nilps {drive.qooale com/drive
enampifkan pohon kineja yang [ada namun tidak  |Cascading dan pohon okumen Bagian Perencanaan, Ti folders/1YC2XveaurGUDY 1K
enggambarkan hubungan yang jsesuai dengan kinerja sesuai PERMA 7 |Cascading dan dan Pelaporan vitIx[D0x0z0OBYGTY

erkesinambungan, seria selarasPERMA 7 Tahun  [Tahun 2015 chon kinerja
ntaca kondisithasil yang akan  [2015, terdapal esuai PERMA 7
dicapai di setiap level jabatan embagian kinerja Tahun 2015
[Cascading) ang bdak sesuai
engan Struktur
rganisasi dan
upoksi Pangadilan
egen
eureuduyang

dapat eselon




awahnya

No [Rekemendasi LHE Tahun| Permasalahan| Rencana Aksi I ¢ Waktu Penanggung Status/ Link Bukti
2022 arge Pelaksanaan Jawab Progres Dukung
Tindak Lanjut Penyelesaian
5. Agar dalam perencanaan kinerja Belum terdapat Menyusun Dokumen Tersusun 1 Minggu Sekretaris dan Sub Selesai Alps:Hdrive gooqle.comfdrive
dapat memberikan informasi niormasi mengenai [Crosscutfing memberikan perencanaan Bagian Perancanaan, T otders! 1siIKZ0X2GI0TO6K
entang hubungan kinerja, egiatan yang nformasi tentang kinerja dapat dan Pelaporan WK OyQEVYE02dic-
trategi, kebijakan, bahkan erhubungan ubungan kinerja, memberikan
ktivitas antar bidang/dengan  [dengan bagian/unit [strategi, kebijakan bahkanjnformasi tentang
gas dan fungsi lain yang ain berdasarkan kiivitas antar ubungan kinerja,
berkaitan serta pendanaan ola koordinasi idang/dengan lugas dan ktralegi, kebijakan,
(Crosscutiing) akiivilas ungst lain yang berkaitan pahkan aklivitas
egiatan/Pendanaan serta pendanaan ntar
ntuk Tahun idang/dengan
ggaran 2023} gas dan fungsi
ain yang berkaitan
fia pendanazan
6. Agar membuat rencana aksi Rencana aksi monitoring [Tersusunnya 1 Minggu Sekretaris dan Sub Selesai nltps:/idrive.qooqle.com/drive
moniloning dan dan evaluasifpengukuran [Rencana aksi Bagian Perencanaan, Tl 'folders/ims iRilkD421BpkC2
valuasi/pengukuran kinerja kinerja internal telah onitoring dan dan Pelaporan )56JR07dPzho2JR
nternal secara berkala dibuat sesuai pedoman  pvaluasilpengukur
edomani keputusan Sekrelaris keputusan Sekrelaris MA @an kinerja intemal
Rf nomor 878/SEK/VIIF2022 Rl nomer elah dibuat sesuai
entang Pedoman Evaluasi 7T8/SEKISK/VIN2022)  pedoman
kuntabifitas Kinerja Di entang Pedoman eputusan
 ingkungan MARI dan Badan valuasi Akuntabilitas okretaris MA RI
Peradilan di bawahnya) inerja Di Lingkungan MApomor
RI dan Badan Peradilan dig78/SEK/SKVIN20
bawahnya 2) Tentang
edoman Evaluasi
kunlabilitas
inerja Di
ingkungan MA Ri
an Badan
eradilan di




No [Rekomendasi LHE Tahun| Permasalahan Rencana Aksi Taraat Waktu Penanggung Status/ Link Bukti
2022 are {Pelaksanaan Jawab Progres Dukung
Tindak Lanjut Penyelesaian
B. PENGUKURAN KINERJA
1. Wgar dibuatkan mekanisme elum terdapat embuatkan SOP [Terbentuknya SCPJ1 Minggu Sub Bagian Selesai nttps:fivrny.pn-
pengumpulan data kinerja per PKmekanisme engumpulan Data Pengumpulan Data Perencanaan, Tl dan kmeureudu.go.id/sop-
dalam benluk SOP dan engumpulan data [Kineja yang memuat Kinerja yang Pelaporan sengumpulan-gata-kinerial
ditayangkan di website. inerja per PK dalammekanisme untuk memuat
eniuk SCP dan enelusuran data  dan mekanisme uniuk
itayangkan di istem yang penelusuran data
ebsile emudahkan akses data dan sistem yang
an yang nanfinya akan memudahkan
ipublikasikan pada jgkses data dan
absite Pengadilan patinya akan
Neger Meureudu, ipublikasi pada
ghsile

Pengadilan Negeri
fMeureudu




Rekomendasi LHE Tahun| Permasalahan Rencana Aksi Target Waktu Penanggung Status/ Link Buktt
No 2022 Ti Jawab Progres
ndak Lanjut Pelaksanaan Bukung
Penyelesalan
2. [pgarpadarapat monitoring dan [Agarpadarapat  [Kepulusan  Sekretaris Terlaksananya {1 Minggu Sub Bagian Selesai s /drive google comidrive
valuasi secara berkala terhadapmonitoring dan R pomor fapat manitoring Perencanaan, Tl dan folders/1G5UaVNBT-
paian kinefja (mefalui aplikasi levaluasi secara T8ISER/SKIVII2022 dan evaluasi Oalzporan n nXF2ey7ho)JWnioBYcdXl
ondanas} dapat menyampaikan perkala terhadap entang Pedoman secara berkala
nalisa keberhasilanfkegagalan [capaian kinerja valuasi  Akuntabilitas ferhadap capaian
encapaian seria rekomendasi  Kmelalui aplikasi ineja DI Lingkungan Kkinerja {melalui lips fdiive.qooale. com/drive
ang dituangkan dalam laporan RI  dan  Badan japlikasi Kondanas) ‘folders 1 wdmugJ GKFiwRIXd

onev serta hasil pengukuran

7BISEK/SK/VI2022 Tenlang
edoman Evaluasi Akuntabilitas
inerja Di Lingkungan MARI dan
Badan Peradilan di bawahnya)

eberhasilan/kegaga
an pencapalan serta
ekomendasi yang
ituangkan dalam
aporan monev serta

Sekretans MARI
Flomos
(78ISEKISKVI2022
Tentang Pedoman
Evaluasi
Akunlabititas Kinerja
Di Lingkungan MARI

di bawahnya)

dan Badan Peraditan

Peradilan di bawahnya)

apat
enyampaikan
nalisa
eberhasilan/kega
alan pencapaian
erta rekomendasi
ang dituangkan
alam laporan
oney serta hasil
engukuran Kinerja
nternal secara
erkala (pedomani
eputusan
Sekrelaris MARI
lomor
A78/SEK/SKAVI20
22 Tentang
Pedoman Evaluasi
Akuntabilitas
Kinerja Di
Lingkungan MAR
dan Badan
Peradilan di

bawahnya)

TovZidawCSYvDqjvh




3. MAgardalam pengumpulandata Belum adaeviden Menyusun aplikasi ersusun aplikasi [2 Hari Sub Bagian Selesa hlips:/idocs qooqle comispre
inerja menggunakan aplikasi, jyang menunjukkan sederhana dengan ederhana dengan Perencanaan, Tl dan atshentsid/ 1BF SwxdNOPKIH
inimal menggunakan aplikasi pengumpulan data  yumus-rumus excel terkait pumus-rumus excel Pelaporan GUkyagXizKRrzdmoXB/edit?
ederhana dengan rumus-rumus kinerja engan mekanisme erkait dengan id=1175222047
xcel unfuk menyempumakan enggunakan engumpulan data kinerja mekanisme
ata kinenja yang dikumpulkan ‘aplikasi, minimal er PK dan kinerjadan  jpengumpulan dala
elalui komdanas. enggunakan kan dilnpul pada aplikasi kinerja per PK dan

plikasi sderhana  komdanas. inefja dan akan
eperti rumus rumus iinput pada

pada excel

plikasi komdanas.




No Rekomendasi LHE Tahun| Permasalahan Rencana Aksi Target Waktu Penanggung Status/ Link Buktt
2022 Tindak Lanjut Pelaksanaan Jawab Progres Dukung
Penyelesalan
4, |Agar rapat injauan manajemen [Belum ada eviden {Menyusun rencana rapat [Terlaksananya |2 Hari Sekretaris dan Sub Selesai hilps:Hdrive google com/drive
dan reviu SOP secara berkala papat tinjauan injauan manajemen dan yapat tinjauan Bagian Perencanaan, Tl Toldersi11411kh25 Y qHth Sbxo
vang  dilaksanakan  bisa manajemen dan avit SOP secara berkala manajemen dan dan Pelaporan BOPrughl Casbziob
memaslikan bahwa pengukuran peviu SOP secara  yang dilaksanakan bisa Feviu SOP secara
kinerja dijadikan dasar dalam perkala yang emasfikan bahwa perkala yang nltps:/idrive.qocgle.com/drive
penyusunan siralegi, anggaran, dilaksanakan bisa  pengukuran kinerja [dilaksanakan bisa folders/IMBYILNX7KRFa QP
kebijakan dan akiivitas dalam emastikan bahwa dijadikan dasar dalam memastikan D4s7IFRTPOHJHNENY
mencapai kinefja engukuran kinerja penyusunan  strategi, bahwa pengukuran
ijadikan dasar nggaran, kebijakan dan kinerja dijadikan
alam penyusunan [aklivitas dalam mencapai dasar dalam
Irategi, anggaran, Kinena penyusunan
ebijakan dan tralegi, anggaran,
kiivitas dalam ebijakan dan
encapai kinerja ktivilas dalam
encapai kinerja
C. PELAPORAN KINERJA
1. |Agar Laporan Kinerja Instansi  Laporan Kinerja an dijadikan sebagai Pokumen Laporan 2 Minggu im Panyusun LKiIP  Selesai hlips:Hdriva.qoogle.comfdrive
emerintah (LK|IP) disusun Insatansi edoman dalam Kinerja Instansi engadilan Negeri ‘flolders/1PvBliycVNZpdOLES
esuai dengan format, emerintah {LKIP} penyusunan  Laporan Pemerintah (LKjIP) eureudu Tahun 2022 52n-BSrNVy52m UL
istematika dan substansiyang pelum sepenuhnya [Kinerja Instansi jyang lelah disusun
benar sesuai Lampiran 2 ISUSUR SEsuai emerintah satuan kerja sesuvai dengan
Permenpan 53/2014 engan format yang Pengadilan Negen fermat yng tersedia
ersedia pada eureudu Tahun pada Lampiran 2
fampiran 2 erikuinya. Permenpan
Permenpan 5312014 5312014




RI nomor
7HISEKISKIVIN2022 Tentang
edoman Evaluasi Akuntabilitas
inefja di Lingkungan MA RI dan
Badan Peraditan di bawahnya)

edomani keputusan Sekrelaris pomor

78ISEK/SKVIIR02
? Tentang Pedoman
Evaluasi

Akuntabilifas Kinerja

di bawahnya)

di Lingkungan MA Ri
dan Badan Peradilan

eputusan Sekretaris MA

| nomor
T8ISEKISKVIIZ022

enlang Pedoman
valuasi  Akuntabilitas
inerja Di Lingkungan
A Rl dan Badan
eradilan di bawahnya.
nluk kedepannya
ekomendasi  lersebut

kan dijadikan sebagai

edoman dalam
enyusunan  Laporan
nerja Instansi
emerinlah satuan ketja
engadilan Negeri

Tahun

No Rekomendasi LHE Tahun| Permasalahan Rencana Aksi Target Waktu Penanggung Status/ Link Bukti
2022 Tindak Lanjut Pelaksanaan Jawab Progres Dukung
Penyelesalan
2. WAgar dalam penyusunan LaporanTim penyusun LKjlp #onev pertriwulan Tahun f.aporan Hasil Dilaksanakan per{Tim Penyusun LKjiP  [Selesai hitps:fidrive noogle.com/drive
inerja Ingtansi Pemerintah Tahun 2022 masih  [2022 sudah ada akan [Tindak lanjut atas friwulan dalam 1 [Pengadilan Negeri folders!1iPicLylY2NbaF ZfiH7
LK|IP) disusun berdasarkan  {dalam proses etapi tidak dilampirkan pekomendasi Tahun iMeureudu Tahun 2022 Q3EONNINGILCG2
asit penilaian kinerja/Monav  adaptasi lerhadap  pada LKjIP Tahun 2022 Kinerja internal
ertriwtilan dan pengukuran eputusan ikarenakan masih dalam [Triwulan | s/d IV
inefja internal periodik ekretaris MA RI roses adaptast terhadap [Tahun 2022




3. pgardalam taporan kinerja im penyusun LKjlp [Lampiran 2 Permenpan lLaporan Kinerja {1 Tahun Tim Penyusun LKjiP  Selesai ips:Hdrive.qoogle.comidrive
enyampaikan hasil pengukuran [Tahun 2022 belum  dan $3/2014 dan Instansi Pengadilan Negeri folders/1JalNoWaiSluizhOx2js
inefja yang akurat dan jelas enyampaikan hasil keputusan Sekretaris Pemerinlah (LKj{P) Meureudu Tahun 2022 aceYOkCsdldaSp
umber data yang jelas engukuran kinerja RI nomaor
ang akurat dan TBISEKISKNVI2022 hiips:/fdrive.qoonle.comidrive
umber datayang [Tentang Pedoman lolders! 1hhD9vsOsQzvx-
elas valuasi Akuntabilitas Y cplinVP40PxJKdandvK
nerja Bi Lingkungan
Rl dan Badan
eradilan di hitps:fidrive.aoogle .comfdrive
awahnyajAkan dijadikan folders/1 ALOVITalGmtZ-
6303 Xedv_ xTIQuZ\WU

enyusunan Laporan
inerja Instansi
emerintah satuan kerja




No Rekomendast LHE Tahun| Permasalahan Rencana Aksl Target Waktu Penanggung Status/ Link Bukti
2022 Tindak Lanjut Palaksanaan Jawab Progres Dukung
Penyelesalan
4, lAgar perhitungan capaian kinerjaTerjadi Kesilapan  [Tefah ditinjau ulang Dokumen KU 2 Minggu Tim Penyusun 1KU Akan Disusun hilps:/fdrive qocqle.comydrive
apat dilakukan sesuai dengan  [dalam menyusun gerhadap perhitungan  [Tahun 2024 sesuail Pengadilan Negeri Pada Tahun folders/1762Y/PCwe0_abdW
ndikator kinerja Utama (IKU}  |Indikator Kinerja ndikator Kinerja Utama  [SK Reviu Vieureudu Bedkuinya NJmK300_Lminssr0dvo
Utam (IKU) Tahun  XIKU) Tahun 2022 dengan[Penetapan
2022 perbaikan pada reviu IKU [Indikater Kinetja
Tahun 2024 tama Mahkamah
gung Nomor
T3ISEK/SK/1202
tanggala 31
anuari 2022
enlang
enetapan
Indikator Kinerja
tama (IKU) pada
gngadilan Tingkat]
anding dan
engadilan Tingkat|
ertama di
ilayah
ahkamah Agung
5. |Agarsebelum Laporan Kinerja  Belum Terhadap rekomendasi  [Dokumen 1 Minggu Tim Pereviudan Tim  (Selesai tips iy pn-
dipublikasikan dapat dilakukan  pilampirkannya rsebut Tim penyusun  [Pemyataan lelah Penyusun LKjIP meurendu.go.id/kiip!
pengecekan kembali sehingga  Formulir Reviu KjIP Pengadilan Negeri direviu alas Pengadilan Negeri
gar sesuat dengan standar aporan kinerja pada Meureudu akan aporan kinesja Meureudu Tahun 2022
enulisan yang berlaku dan bdak Japoran kinerja erkomilmen untuk [Tahun 2022 sesuaif
erjadi kesalahan penulisan yang lnstansi Pemerintah melakukan pengecskan  format Surat
isa membuat informasi idak  KLKjIP) Pengadilan kembali sebelum &ekrelaris
ersampaikan sebagaimana egeri Meureudu  xilakukannya publikasi ahkamah Agung
meslinya ahun 2022 ntuk meminimalisir Nomor
ikarenakan belum Rerjadinya kesalahan.  [1282/SEK/SK/VIIZ
ersosialisasikannya 023 Tanggal 17
entang kebijakan di fuli 2023
idang akuntabilitas




N Rekomendasi LHE Tahun|Permasalahan Rencana Aksl Target Waktu Penanggung Status/ Link Buktl
° 2022 Tindak Lanjut [Pelaksanaan Jawab Progres Dukung
Penyelesaian
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
1. Agardapat dibuat pedoman Tim Penyusun LK]IP fenyusun pedoman poran Kinerja |1 Minggu Tim Penyusun LKjIP  1Selesai hilps:fidrive gaogle.com/drive
eknis Evaluasi Akuntabifitas  [Tahun 2022 masih }eknis Evaluasi Instansi Pengadiian Negeri folders/ tmQIdBI7 YskBwF 013
inefja [nternal baik dalam Kalam proses untabilitas Kinerja Pemerintah{LKilP) Meureudu Tahun 2022 1e6C«hi9dIg-O7ueW
entuk SOP maupun pedoman [adaptasi terhadap |Internal baik dalam
ainnya yang mengacu pada eputusan bentuk SOP pada
urat Sekrelaris MA RI Nomor  [Sekretaris MA Rl Pengadilan Negeri
7O/SEK/SKVIIZ022 Tentang  pomor Meureudu.
Pedoman Evaluasi Akuntabilitas B78/SEK/SK/VIIf202
Kinetja Bi Lingkungan MA RI dani2 Tenlang Pedoman
Badan Peradifan di bawahnya. [Evaluasi
untatilitas Kinerja
i Lingkungan MA
| dan Badan
eraditan di
awahnya.
2. Agardibuat laporan hasil im Penyusun LKjIP fMenyusun laparan hasil  [Interal pertriwulan]i Tahun Tim Penyusun LKjIP  Selesai hitps:#drive.qoogle.comfdrive
valuasi intemal pertrivailan ahun 2022 masih jevaluasi internal T.A 2023 Pengadilan Negeri loldersHG5UaVNBY-
perbagian dan lengkap sesuai  [dalam proses erbagian secara friwulan Pengadilan Negeni Meureudu Tahun 2022 5 nXF2ey7he) JWipfoBYedXt
PK {mengacu pada kepulusan aptasi terhadap  [yang sesuai dengan PK Meureudu
Sekretaris MA RI Nomor epulusan an mengacy pada
878/SEKISKIVINZ022 Tentang  [Sekretaris MAR!  kepulusan Sekretans MA
Pedoman Evaluasi Akuntabilitas pomor RI Nomor
Kinerja Di Lingkungan MA R) danR78/SEK/SKVIN202 B78/SEKISK/VIIF2022
Badan Peradilan di bawahnya} [2 Tentang Pedoman [Teniang Pedoman
valuasi Evaluasi Akuntabililas

kuntabililas Kinerja
Di Lingkungan MA
Rl dan Badan
Peradilan di
hawahnya.

Kinena Di Lingkungan MA

hawahnya

R| dan Badan Peradilan di




No Rekomendasi LHE Tahun| Permasalaban Rencana Aksl Target Waktu Penanggung Status/ Link Bukti
2022 Tindak Lanjut {Pelaksanaan| Jawab Progres Dukung
Panyelesaian

3. Pgar dapat disusun tim yang [Tidak lengkap Melampirkan  sertifikat [Teslampimya 1 hari Sub Bagian Selesa hitps:Hidiive.gooqle.comidrive
emiliki sertifikat SAKIP untuk melamnpirkan Tim Penyusun dokumen Farﬁﬁkal tim Perencanaan, Tl dan 'folders/1aBH BN IMKY Jup
glakukan evaluasi inlernal dokumen serifikat {SAKIP  Tahun 2022 penyusun SAKIP pelaporan WWmIBIA3STRAIO0YZ
erkala yang menghasilkan penyusunan SAKIP [sesuai dengan pada penyusunan
aporan evaluasi intenal dan pada Loparan ompslensi berdasarkan {SAKIP lahtn
elakukan evaluasi lerhadap Kinerja Instansi rifikasi pelathan atau berikutnya
embar Kerfa Evaluasi (LKE) Pemerintah {LKj!P) pimbingan teknis tentang
andiri (pedomani keputusan [Pengadilan Negeri  penyusunan dan evaluasi
ekretaris MA Rl Nomor Meureudu Tahun istem Akuniabilitas
78ISEK/SKNVI2022  Tentang [2022 nerja Instansi
'edoman Evaluasi Akuntabilitas emerintah. Dan pada
inerja Di Lingkungan MARI dan enyusunan lahun
adan Peradilan di bawahnya) erikulnya akan

ilampirkan sertifikat
rkait.

4. |Apar dapat menyajikaninformasi |Adanya im penyusun SAKIP  [Terlaksananya |1 Tahun Sub Bagian Dalam Pengerjaan pitips fidrive qoogle comidrive
ang memuat bahwa evaluasi keterbatasan edepannya akan yapal evaluasi Perencanaan, Tl dan Toldars 1rboXwzKLB7vFshlY
ang  difakvkan  mampu kapabilitas SDMdi  perusaha menyajikan inerja secara Pelaporan B34ZIMvHRONYDypS
eningkatkan  implementasi pidang akuniabilitas {informasi yang dimuat eriodik serta
AKIP, peningkatan kinerja kinerja dilingkungan dalam peningkatan erlaksananya
aupun  dukungan  dalam jnstansi pemerintah ¥mplementasi SAKIP apat koordinasi
fektifitas dan efisiensi kinerja.  dan proses adaptasi peningkatan kinerja arkait tindak lanjut

im penyusun aupun dukungan dalam terhadap hasil

erhadap peraluran- fefekiifitas dan efesiensi  pvaluasi

eraluran dalam inerja akan dilampirkan

enyusunan ada LKjiP Tahun

aporan Kinefja erikutnya.
instansi Pemerintah

LKJIP)

Meureudu. 16 Oktober 2023

Ketua Pengadilan Neger

Meureudu

DEDY{SH., MH.




PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
Gedung Balai Tgk. Chik di Tiro {Kantor Sementara)
Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aeeh 23241
Telepon : (0651) 22101- 22526 Fax- 22101
E-mail: pt.bandaaceh@gmail.com, ptbna.perencanaan@gmail.com

Nomor : Wl.U/gj,og/OT.Ol.UVl1/2023 2) Juli 2023
Lamp : 1 {satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Yth:
Ketua Pengadilan Negeri se-Aeeh
di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mempedomani
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VIl/2022
tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah
Agung Rl dan Badan Peradiian dibawahnya, terlampir dikirimkan Laporan
Hasil Evaluasi {LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) Tahun 2023 (LKjIP Tahun 2022) pada satuan Kerja Saudara.

Hasil evaluasi ini untuk ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling
lama scbelum pelaksanaan evalnasi pada tahun berikutnya dengan
mempedomani format dalam lampiran IV Surat Seckretaris Mahkamah Agung
Nomor 1282/SEK/SK/VI/2023 tanggal 17 Juli 2023, dan kepada Ketna
Pengadilan Negeri segera menyampaikan tindak lanjut hasil evaluasi kepada
Pengadilan Tinggi Banda Aceh seiambat-lambatnya tanggal 31 Desember
2023 serta menggunggah dalam aplikasi komdanas menu peréncanaan —
Dokumen SAKIP — LHE Tahun 2022. Terhadap unit kerja yang tidak
menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Tembusan :

1. Pih. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
2, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RL



PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
Gedung Balai Tgk. Chik di Tiro (Kantor Sementara)
Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh 23241
Telepon : (0651} 22101- 22526 Fax- 22101

E-maii; pt.bandaacehfrgmail.coin

Nomor T W1.UBz/8/0T.01.2Vil2023 3 Juli 2023
Lampiran -
Hat :  Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Yih. Ketua Pengaditan Negeri Meureudu
Di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
fentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah disampaikan hal — hal .

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu dimaksudkan untuk:

a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;

b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;

c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP,

o. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja yang meliputi:
Perancanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja internal.

3. Pengadilan Negeri Meureudu mempereleh nilai sebesar 61,5 (B} atau BAIK

4. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen
manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

No | Komponen/Sub Kemponen Kriteria | Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja
2021 2022
1 | Perencanaan Kinerja 30,00 20,1 17,7
2 | Pengukuran Kinerja 30,00 18,9 19,5
3 | Pelaporan kinerja 15,00 84 8,95
4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00 13,25 15,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja 60,65 (B) 61,5 (B)
BAIK BAIK




Catatan

PERENCANAAN KINERJA

1.a. Keboradaan

Dokumen perencanaan kinefja jangka menengah dan pendek telah dimiliki dan
telah diformalkan

Pada datz dukung fidak terdapat dokumen pefrencanaan aktivitas yang
mondukung kinerja seperti rencana aksi monitoring dan evaluasi/pengukuran
kinerja internal secara berkala

Telah memiliki dokumen perencanaan anggaran DIPA 2023 SP DIPA
005.01.2.401603/2023 Tanggal 30 November 2022 (DIPA 01) dan SP DIPA
005.03.2.402008/2023 Tanggal 30 November 2022 (DIPA 03)

4.b. Kualitas

Dekumen Renstra, RKT, Rencana Aksi dan IKU telzh dipublikasikan di website
namun dokumen cetak biru Mahkamah Agung belum dipublikasikan (Uji akses
pada website PN Meureudu tanggal 18 Juli 2023)

Terdapat beberapa target indikator pada dokumen Pegjanjian Kinerja Tahun 2023
dan Roncana Kinerja Tahunan 2024 yang berbeda dengan target pada matriks
reviu Renstra Tahun 2020-2024 pada dokumen Reviu Renstra Tahun 2020-2024

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak memuat SK Tim penyusun, terdapat
definisi pada IKU yang tidak sesuai dengan SK SEKMA No. 17SEK/SKAI2022
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama {IKU) pada Pengadilan Tingkat
banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan MA RI yaitu pada
indikator Persentaso perkara yang diselesaikan melalui Mediasi serta tanda
tangan Pimpinan tidak distempel

Rencana Aksi Kinerja belum sesuai dengan SK SEKMA No. 2048/SEK/SKIX/I/
2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinorja Di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Peradilan dibawahnya
dimana aks! kegiatan tidak persasaran dan terdapat 2 tambahan sasaran

Pohon Kinerja sudah ada, namun belum menggambarkan hubungan yang
berkasinambungan, serta selaras antara KondisitHasil yang akan dicapai di setiap
level jabatan (Cascading) serta pembagian sasaran dan indikator belum habis
dibagi berjenjang dan beium menggambarkan kinerja keseluruhan pelaksana
dalam organlsasi (terdapat kegiatan yang harusnya dilaksanakan di Pengadilan
Tingkat Banding)

Belum terdapat informasi mengenai kegiatan yang berhubungan dengan
bagian/unit lain berdasarkan pola koordinasi (aktivitas kegiatan/Pendanaan untuk
Tahun Anggaran 2023) (crossculting)

1c. Pemanfaatan

1

Kegiatan monitoring dan evaluasi sudah dilaksanakan berkala namun belum
menampikkan Laporan Kinerja Internal Periodik dan data dukung untuk monev

perbidang

Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh pegawai yang ditampilkan
sebagai eviden adalah tahun 2032 bukan tahun 2023




B. PENGUKURAN KINERJA

2.a. Keberadaan

1

Belum terdapat kebijakan dan atau SOP pengumpulan data kinarja per PK yang
dapat diandalkan (mekanisme penelusuran data yang memadai, memudahan
dalam menalusur sumber data yang valid, memudahkan akses data bagi pihak
berkepentingan dan kejelasan dalam mongantisipasi jika tefjadinya kesalahan)

Sudah memiliki jadwal monev capaian kinerja intemal untuk tahun berjalan

., Kualitas

Kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala telah ditakukan
melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai berdasarkan hasil pengisian dala pada
aplikasi Komdanas yang menghasilkan Laporan monev barkala, namun bejum
seapenuhnya menjelaskan hasil evaluasi kinerja parbidang, penyebab
kegegalan/keberhasllen capain kinefja serta rakomendasi dan tindak lanjut yang
berkesinambungan

Tidak ada eviden yang membukiikan proses pengumpulan data atau data perkara
dilakukan tepat waktu, terstruktur, dan andal

Belum ada eviden yang menunjukkan pengumpulan data kinerja menggunakan
aplikasi, minimal menggunakan aplikasi sederhana seperti rumus-rumus pada
oxcel

2.C.

Pemanfaatan

Pengukuran Kinerja felah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/
pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan melalui pengisian Peniiaian Capaian
Kinerja Pegawai {(PKP)

Hasil pengukuran kinerja melaiui monev berkala belum sepenuhnya menjadi
dasar merumuskan aktivitas kinerja dan parbaikan dalam mancapai target kinerja
berjatan

Analisa efisiensi Anggaran per sasaran startegis sudah ada namun anggaran
yang ditampifkan tidak sama dengan anggaran yang ditetapkan dalam kerangka
pendanaan tahun 2022 pada dokumen revid Matriks Renstra 2020-2024

PELAPORAN KINERJA

. Keberadaan

Laperan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) belum sepenuhnya disusun sesual
format yang tersedia pada Lamp. 2 Permenpan 53/2014

LKJIP telah diketahui pimpinan, disslesatkan tepat waktu, dan dikirimkan ke
tingkat banding tepat waktu

LLKJIP belum direviu

LKJIP telah dipublikasi di website Satker htips:/iwww.cn-maureudy. go.id/ikiip/

. Kualitas

Sistematika dan substansi Laporan Kinerja belum seluruhnya sesuai Lamp. 2
Permenpan 5372014 dimana analisa pada masing-masing indikator beium
lengkap seperti tidak adanya analisa perbandingan capzian kinerja dengan target
jangka menengah peda setiap Indikatomya dan analisa efisiensi atas penggunaan
sumber daya

Terdapat ketidaksinkronan dalam definisi perhitungan capaian indikator pada
dokumen LKJiP dengan dokumen indikator Kinerja Wtama (IKU) yaitu peda

dofiniai parhitungan Doreontnoos pardeara pidann anale yang dicalacailvan dangan

Divarsi serta hasil perhitungan untuk niigi realisasi




Dalam dokumen LKJIP terdapat beberapa kesalahan perhitungan dan

ketidaksinkronan nilai target, diantaranya adalah :

- terdapat perbedaan nllai target pada indikator jumlah putusan yang
menggunakan pendekatan Keadiian Restorative dimana nilai target 1 % pada
Porjanjian Kinerja sedangkan pada analisa capaian indikator nilai target 100 %
sehingga membuat hasit perhitungan tidak akurat

- Terdapat kesaiahan perhitungan realisasi pada indikator Mediasi sehingga
nitai capaiannya tidak akurat

Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya memuat analisa keberhasilan atau
kegagaian serta upaya mencapai target dan hambatan, penyajian riwayat upaya
mencapal target per sasaranfindikator PK belum disajikan berkala {Hasil
Pengukuran Kinerja Internai Periodik)

3! c.

Pemanfaatan

Laporan Kinerja belum sepenuhnya disusun sesuai hasil penilaian kinerja/Monev
pertriwuian dan Laporan Hasii Pengukuran Kinerja tnternal Periodik

informasi penyerapan anggaran telah tersedia, namun tidak ada eviden yang
menunjukkan bahwa informasi dalam laperan kinerja berkala digunakan daiam
penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

. Keberadaan

Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal sudah ada namun tidak
tidak sesuai dengan pedoman yang seharushya yaitu SK SEKMA nomor
878/SEK/SKVIV2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabiiitas Kinerja Di
Lingkungan MA Rt dan Badan Peraditan di bawahnya

Rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang dipimpin oleh Ketua sudah
dilaksanakan pertriwutan namun belum menyertakan oviden untuk evaluasi
kinerja perbagian

Monev dan tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi dari Pengadilan Tingkat Banding
sudah diunggah di aplikasi komdanas

4.b. Kualitas

Tidak ada eviden evaluasi kinerja internal yang lengkap dari semua bagian unit
kerja secara berkala

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan aplikasi
komdanas

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk dokumen SAKIP telah dilaksanakan
namun beium ada eviden yang menunjukan evaluasi dilaksanakan oleh tim
evaluator

4.c.

Pemanfaatan

Tidak ada eviden yang menunjukkan bahwa evaluasi intomal yang telah
dilakukan berkala mampu meningkatkan implementasi SAKIP, peningkatan
kinorja maupun dukungan daiam efektifitas dan efisiensi kinerja




No

Rekomendasi

A. PERENCANAAN KINERJA

1

Dokumen perencanaan kinerja adalah dokumen perencanaan tahun berjalan
bukan tahun sebetumnya

2

Agar dokumen perancanaan yaitu dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra)
2020-2024 dijadikan dasar dalam dokumen peroncanaan tainnya (nilai target
yang sinkron)

Agar dokumen perencanaan disusun sesuai dengan SK SEKMA No.
2049/SEKISKIXAY 2022 tentang Pedoman Petaksanaan Sistem Akuntabiitas
Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada
Paradltan dibawahnya dan SK SEKMA No. 173/SEK/SKN2022 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat banding dan
Pengaditan Tingkat Pertama di Lingkungan MA Ri

Agar dalam perancanaan dapat menampilkan pohon kinerja yang
menggambarkan hubungan yang berkosinambungan, serta selaras antara
Kondisi/Hasii yang akan dicapai di setiap lavel jabatan (Cascading)

Agar dalam perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan
kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi
lain yang berkaitan serta pendanaan (Crosscutling)

Agar membuat rencana aksi monitoring dan evalussifpengukuran Kinera intemnal
secara berkala (pedomani keputusan Sekretaris MA Rl nomor
878/SEK/SKNVI2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinea Di
Lingkungan MA Rl dan Badan Peradiian di bawahnya)

PENGUKURAN KINERJA

1

Agar dibuatkan mekanisme pengumpulan data kinetja per PK dalam bentuk SOP
dan ditayangkan di website

2

Agar pada rapat monitoring dan ovaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja
(melalui aplikasi Komdanas) dapat menyampaikan analisa
keberhasiian/kegagaian pencapaian serta rekomendasi yang dituangkan dalem
iaperan monev serta hasil pengukuran kinerja internal secara berkala (pedomani
keputusan Sekretaris MA Rl nomor 878/SEK/SK/VII2022 Tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinera Di Lingkungan MA Rl dan Badan Peradiian di
bawahnya)

Agar dalam pengumputan data kinefja menggunakan aplikasi, minimal
menggunakan aplikasi sederhana dengan rumus-Tumus exce! untuk
menyempurnakan data kinerja yang dikumpulkan melalui komdanas

Agar rapat tinjauan manajemen dan reviu SOP secara berkala yang dilaksanakan
hisa memastikan bahwa pengukuran kinerja dijadikan dasar daiam penyusunan
strateqi, anggaran, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja

PELAPORAN KINERJA

Agar Laporan Kineja Instansi Pemerintah (LK)IP) disusun sesuai format,
Sistematika dan substansi yang benar sesuai Lamp. 2 Permenpan 53/2014

Agar dalam penyusunan Laperan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) disusun
berdasarkan hasil peniiaian kinerfjaMonev pertriwulan dan pengukuran kinerja
intemal  periodik  (pedomani  keputusan Sekretaris MA RI  npomor
B78/SEK/SKMIif2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di
Lingkungan MA Ri dan Badan Peradilan di bawahnya)

Agar dalam laporan kinerja menyampaikan hasil pengukuran kinefja yang akurat

Aan jalas srimbharc Aatsa vang ialan
















